PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HAM INTERNASIONAL by LIVEN
Skripsi
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
SEGI HAM INTERNASIONAL
OLEH
LIVEN
B111 13 066
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
HALAMAN JUDUL
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHUNI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI
HAM INTERNASIONAL
OLEH
LIVEN
B 111 13 066
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017



ABSTRAK
Liven. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penghuni Lembaga
Permasyarakatan di Indonesia Ditinjau Dari Segi HAM Internasional.
Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan Iin Karita Sakharina.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran ham yang
terjadi terhadap penghuni lembaga permasyarakatan di Indonesia yang
ditinjau dari instrumen ham internasional serta bentuk perlindungan yang
diberikan oleh indonesia terhadap pelanggaran ham baik melalui instrumen
ham internasional maupun instrumen ham nasional.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif
untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bentuk pelanggaran HAM
yang terjadi terhadap penghuni lembaga permasyarakatan ada 7 hak
narapidana yang dilanggar yang ditinjau dari Standard Minimum Rules for
Treatment of Prisioners, Universal Convention Against Torture (UNCAT), dan
International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). Mengenai bentuk
perlindungan bagi pelanggaran ham terhadap penghuni lembaga
permasyarakatan, indonesia telah meratifikasi konvesi terkait ham penghuni
lembaga permasyarakatan seperti  UNCAT dan ICCPR serta mengeluarkan
peraturan nasional seperti UU No 39 tahun 1999, UU No 12 tahun 1995, dan
lain-lain.
Kesimpulan dari pembahasan tersebut, pelanggaran terhadap hak-hak
penghuni lapas dapat disebabkan karena kelalaian negara yang tidak
memenuhi kewajibannya. Pelanggaran hak tesebut dapat ditinjau dari
Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners, ICCPR, dan UNCAT
yang dititik beratkan kepada kelalaian negara untuk memenuhi kewajibannya
dalam melindungi, menghormati, serta memenuhi HAM warga negaranya.
Perlindungan terhadap penghuni lapas baik dari tindakan penyiksaan maupun
tindakan diskriminasi telah diupayakan oleh negara namun belum
menghasilkan perlindungan secara maksimal.
ABSTRACT
Liven. Infringements of Human Rights  Against the Inhabitants of Correctional
Institutions in Indonesia in terms of International Human Rights. Supervised by
Muhammad Ashri dan Iin Karita Sakharina.
The Aims of this research is to finds out the infringements of Human Rights
form that occur in the inhabitants of Correctional Institutions in Indonesia in
terms of International Human Rights and the infringements of Human Rights
protection form  provided by Indonesia, either through International Human
Rights instruments and instruments of National Human Rights.
This research uses juridical empirical method. The research data is obtained
from literature and field research which that processed and analyzed by
qualitatively and quantitatively to obtain descriptive results.
Based on the research results, Writer finds out the infringements of Human
Rights form against the inhabitants of Correctional Institutions. There are 7
infringements in terms of standard minimum rules for treatment of prisioners,
Universal Convention Against Torture and  International Covenant Civil and
Political Rights. The infringements of Human Rights protection form against
the inhabitants of Correctional Institutions, indonesia had ratified convention
related the Human Rights of inhabitants of Correctional Institutions, such as
UNCAT  and  ICCPR, also release national regilation, such as Law No. 39 of
1999, Law No 12 of 1995, etc.
Inference from the discussion above, the infringements of Human Rights form
against the inhabitants of Correctional Institutions can be caused due to
negligence of the state that does not fulfill their obligations. That infringements
of Human Rights can be found out in standard minimum rules for treatment of
prisioners, ICCPR, dan UNCAT emphasis on the negligence of the state to
answer  their obligation to protect, respect, and fulfill their citizen human rights.
The protection to prisoner, either from torture  and discrimination had been
contrived by state, however it has not resulted in maximal protection.
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada
Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia, berkat dan penyertaanNya
sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penelitian
skripsi ini.
Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap
Penghuni Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia Ditinjau Dari Segi
HAM Internasional”, dibuat sebagai salah satu syarat dalam
menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama Penulis
sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Alm. Iwan Wijaya dan Lenny
Liem yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan
memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik.
Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua
Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala
kondisi. Juga kepada saudara Penulis, Albert Wijaya, Elly Sabeth Wijaya,
dan Monica Wijaya terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang
selalu diberikan.
Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan
lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik
vii
materiil maupun non-materiil. Sehingga kesempatan ini, Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor
Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Prof.
Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,
M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., atas berbagai bantuan yang
diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai
kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis
bersama organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I
(satu) dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku
Pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya,
membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat
kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa
sangat beruntung dapat dibimbing oleh kedua dosen yang sangat
luar biasa.
4. Para dosen penguji ujian skripsi, Prof. Dr. Syamsuddin
Muhammad Noor, S.H., M.H., Dr. Abdul Maasba Magassing,
S.H., M.H., dan Albert Lakollo, S.H., M.H., yang telah
viii
memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., selaku
Ketua Departemen Hukum Internasional dan Dr. Iin Karita
Sakharina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum
Internasional.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak
pengetahuan dan didikan bagi Penulis.
7. Prof. Dr. Muhammad Ashri,S.H., M.H. selaku penasehat
akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta
bimbingannya kepada Penulis.
8. Kepala LAPAS Kelas I Makassar, Kepala LAPAS Kelas I Cipinang,
Kepala LAPAS Wanita Kelas IIA Sungguminasa, Koordinator
KOMNAS HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DKI Jakarta, dan Direktur Eksekutif ELSAM
beserta seluruh jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya
selama penelitian Penulis sehingga dapat mendapatkan data-data
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibunda Tersayang, Lenny Liem, yang hampir selalu ada ketika
Penulis mengalami kesusahan, terima kasih telah menemani
Penulis melakukan penelitian, untuk selalu menjadi tempat curhat
ix
dan nasehat serta dukungan yang diberikan kepada Penulis untuk
cepat lulus
10.Elly Sabeth Wijaya, yang telah menjadi supir dan menemani
Penulis dengan sabar di kampus.
11.Alfin Chandra, yang telah menjadi sahabat dan saudara sejak
kecil hingga selamanya, terima kasih telah setia mendengarkan
curhat, mendukung, dan mendoakan Penulis.
12.Certificate Hunters yang sudah berganti nama menjadi Toga
Hunters, untuk Amanda Rombot, Evelyn Lay, dan Monica Dewi
Lukman, dan Feiby Valentine Wijaya khususnya Amanda
Rombot sebagai teman seperjuangan di hukum internasional dan
mengurus berkas Penulis. Terima Kasih sudah menjadi sahabat
yang setia mendukung, mendengar keluhan, dan menemani
langkah Penulis mulai dari awal masa perkuliahan.semester 1
(satu) hingga Penulis menyelesaikan studi.
13.Terimakasih kepada Stifani Neotama Chendra dan Winny
Pirono yang sudah menjadi sahabat yang setia, mendukung,
mendengarkan curhatan, dan menemani Penulis ketika bosan.
14.Terimakasih kepada Piyo Chendra yang sudah menjadi kakak
perempuan dan menemani Penulis ketika penelitian.
x15.Terimakasih kepada Felicia Chandrawinata, Steffy Marcelina,
Vivian Lie, Metalia, dan Stifani Chendra yang telah mendukung
dan menemani Penulis hingga saat ini.
16.Terimakasih kepada Jomu, Roder, Aconk, Jimbo, dan Benson
yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama
Penulis ketika pulang ke kampung halaman.
17.Anak Hukum Internasional Angkatan 2013, khususnya yang
membuat grup line Kelas HI 2013 dan teman-teman HI terima
kasih sudah memberikan berbagai informasi khususnya mengenai
keberadaan dosen-dosen HI.
18. IPA 1 Rajawali SHS, khususnya Lolo, Gratia, Oge, Chun, Byo,
Jacky, Suandy, Rangga, Allen, Ridho, Cong, Dicky, Obet, yang
selalu meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama Penulis
ketika pulang ke kampung halaman.
19.Teman-teman KKN Reguler Gel. 93 Kabupaten Sidrap, terutama
teman-teman posko Kelurahan Manisa, Upi, Diana, Raiyan, Asta,
Naya, dan Sukri, terima kasih atas suka duka yang dilalui
bersama selama hampir 2 bulan, awalnya sangat sulit untuk
menyesuaikan diri, namun akhirnya sangat sulit untuk berpisah.
See you on Top, guys!
20.Keluarga Besar International Law Students Association (ILSA)
Chapter UNHAS, terima kasih selama ini telah membentuk Penulis
xi
menjadi pribadi yang lebih berpengalaman dengan setiap
kegiatan-kegiatannya yang sangat bermanfaat.
21.Keluarga Besar ALSA LC UNHAS, khususnya teman-teman
Delegasi Law Field Study di Kejaksaan Negeri Makasssar, terima
kasih untuk pengalamannya yang sangat luar biasa dan tak
terlupakan bersama kalian.
22.Terimakasih Pak Adzkar Ahsinin, eksekutif ELSAM yang
membantu mencari dan memberikan Penulis bahan referensi
sebagai rujukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
23.Keluarga Besar Tanoto Sholars Association, Nan Chang
University, teman-teman MKU Kelas B dan seluruh teman
angkatan ASAS 2013. Terimakasih untuk berbagai pengalaman
yang berkesan.
24.Seluruh Pegawai dan Staff akademik Fakultas Hukum Unhas,
khususnya Pak Roni, Pak Usman, kak Tri, kak Bunga, Kak
Nurdin, Om Baso, Pak Hakim, Pak Minggu dan lain-lainnya atas
segala bantuannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
25.Seluruh pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam
menyelesaikan studi yang tidak sempat disebutkan namanya satu
per satu.
Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan–
kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab
Penulis. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan
xii
sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
Makassar,    Februari 2017
Liven
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman judul ............................................................................................................ i
Persetujuan Pembimbing ........................................................................................... ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ....................................................................... iii
Abstrak .......................................................................................................................iv
Abstract ...................................................................................................................... v
Kata Pengantar .........................................................................................................vi
Daftar Isi .................................................................................................................. xiii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah........................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian............................................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian........................................................................................... 8
BAB II Tinjauan Pustaka
A. Hak Asasi Manusia.......................................................................................... 9
1. Prinsip HAM ......................................................................................... 9
2. Instrumen HAM .................................................................................. 12
a. Instrumen HAM Internasional Terkait Narapidana ........................ 12
b. Instrumen HAM Nasional Terkait Narapidana............................... 19
3. Pelanggaran HAM ............................................................................. 21
a. Definisi Pelanggaran HAM ............................................................ 21
b. Bentuk Pelanggaran HAM ............................................................. 22
c. Pertanggungjawaban atas Pelanggaran HAM............................... 24
B. Narapidana.................................................................................................... 27
1. Definisi Narapidana ............................................................................ 27
2. Penggolongan Narapidana ................................................................. 28
a. Secara Nasional ........................................................................... 28
b. Secara Internasional...................................................................... 29
3. Hak-Hak Narapidana .......................................................................... 30
a. Hak Narapidana dalam Instrumen HAM Internasional................... 30
b. Hak Narapidana dalam Instrumen HAM Nasional ......................... 35
BAB III Metode Penelitian ...................................................................................... 38
A. Lokasi Penelitian ........................................................................................... 38
B. Jenis dan Bahan Data ................................................................................... 38
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 39
D. Analisis Data.................................................................................................. 39
BAB IV Pembahasan dan Analisis ........................................................................ 40
A. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penghuni Lembaga
Permasyarakatan di Indonesia Ditinjau Dari Segi HAM Internasional ........... 40
1. Right to Physical and Moral Intergrity....................................................... 42
2. Right to an Adequate Standard of Living ................................................. 48
3. Health Rights of Prisoners........................................................................ 63
4. Making Prison Safe Place ........................................................................ 73
5. Prisoners Contact with Outside World...................................................... 75
6. Complaints and Inspection Procedurs...................................................... 77
7. Separation Categories of Prison .............................................................. 82
8. Right to Worship....................................................................................... 89
B. Bentuk Perlindungan Bagi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap
Narapidana di Lembaga Permasyarakatan........................................................ 90
1. Bentuk Perlindungan Atas Kekerasan...................................................... 92
2. Bentuk Perlindungan Atas Diskriminasi ................................................... 98
BAB V Penutup ...................................................................................................... 102
A. Kesimpulan.................................................................................................. 102
B. Saran........................................................................................................... 104
Daftar Pustaka ....................................................................................................... 106
Lampiran
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemenuhan hak-hak narapidana belum mendapatkan perhatian yang
lebih dari pemerintah. Bahkan sebagian dari hak-hak narapidana tersebut
dilanggar. Orang tahanan atau narapidana yang direnguk kebebasannya atas
dasar hukum merupakan kelompok yang rentan (vunerable) dalam
masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk,
diintrogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan,
disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat
tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat
mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini
dalam masyarakat bahwa orang-orang sudah kehilangan kemerdekaannya
itu memang sudah tak mempunyai hak apapun.
Pada tahun 2001, Indonesia telah menyampaikan laporan terkait
dengan penerapan Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia. Pada saat itu
Komite Anti Penyiksaan mencatat ada sejumlah kemajuan yang dicapai oleh
Indonesia sekaligus mengindentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan
oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas praktek penyiksaan yang
sesuai dengan ketentuan yang ada pada konvensi tersebut.1
1 http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/KOMITE-ANTI-PENYIKSAAN-
REKOMENDASIKAN-LANGKAH-UNTUK-IMPLEMENTASI-LEBIH-LANJUT-KONVENSI-ANTI-PENYIKSA.aspx
2Namun hingga tahun 2012-2013 laporan yang Indonesia sampaikan
terhadap tindakan penyiksaan meningkat secara drastis. Pada tahun 2012
lewat sidang Universal Periodic Review pada tanggal 23 Mei 2012, tercatat
ada 86 peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan 243 orang menjadi korban.
Selain itu juga tercatat pelaku tindakan penyiksaan adalah Polri sebanyak 14
peristiwa, TNI sebanyak 60 peristiwa, dan sipir penjara sebanyak 12
peristiwa.2
Pada tahun 2013, praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam
lainnya mengalami peningkatan. Sekitar 100 peristiwa penyiksaan yang
terjadi dilakukan oleh POLRI yang mendominasi sebagai pelaku utama
penyiksaan, sedangkan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS ada
35 peristiwa yang mengakibatkan banyaknya korban penyiksaan meningkat.
Bukan hanya mengakibatkan luka-luka terhadap para korban melainkan juga
ada korban yang meninggal dunia akibat tindakan penyiksaan tersebut.3
Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik-praktik
pelanggaran HAM terhadap narapidana adalah kapasitas suatu LAPAS.
Hampir seluruh Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan
Negara  (RUTAN) di Indonesia saat ini over capacity atau kelebihan
kapasitas. Seperti yang dipaparkan oleh Dirjen Permasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM, kapasitas RUTAN dan LAPAS saat ini
idealnya dihuni oleh 119.500 orang, tapi terpaksa dihuni 184.256 orang. Per
2 https://www.kontras.org/data/penyiksaan%202012.pdf diakses pada tanggal 8 November 2016
3 http://kontras.org/lampiran/final%20penyiksaan_OK.pdf diakses pada tanggal 8 November 2016
3April 2016, 56% LAPAS kelebihan kapasitas dengan jumlah tahanan
sebanyak 67.250 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.4
Minimnya kapasitas RUTAN dan LAPAS, ketidaklengkapan fasilitas,
buruknya layanan, ditambah lagi kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya
pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini wanita merupakan salah satu
objek yang rentan terhadap bahaya fisik dan psikis.5
Tahanan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan
kerentanan tersebut. Fasilitas ruangan yang menunjang aktivitas perempuan
tidak terlengkapi. Hal ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya
hak-hak perempuan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap
kondisi tahanan perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2008
memperkuat persepsi tersebut. Dari 65 tahanan perempuan di Nanggroe
Aceh Darussalam, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa pihak atau
lembaga yang menahan telah mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan.
Mulai kondisi ruangan penerangan, ketersediaan air bersih, sampai layanan
kesehatan. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh tahanan perempuan yang
disekap di pos-pos militer, tetapi juga terjadi di RUTAN dan LAPAS yang
notabenenya adalah lembaga resmi penahanan.6
Kasus yang terjadi akibat minimnya dan ketidaklengkapan fasilitas
dalam RUTAN dan LAPAS dapat dilihat pada laporan mengenai keadaan
4 http://m.okezone.com/read/2016/04/05/337/1354321/lapas-di-Indonesia-over-kapasitas. diakses
pada 18 Oktober 2016
5 http://www.kompas.com,31/12/2009 diunduh tanggal 18 Oktober 2016
6 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/melindungi-tahanan-
perempuan diunduh pada tanggal 3 Oktober 2016.
4LAPAS dalam rentang waktu antara 1 Januari hingga 30 Agustus 2015
terdapat 344 tahanan yang dilaporkan meninggal karena usia lanjut, 45
tahanan meninggal karena TBC, 10 tahanan meninggal karena penyakit
HIV/AIDS, dan 48 orang lainnya karena penyakit komplikasi.7
Selain kapasitas LAPAS dan RUTAN yang sangat kelebihan, terdapat
juga laporan mengenai tindak penganiayaan yang kerap kali terjadi di ruang
tahanan kepolisian. Para tahanan disiksa oleh petugas LAPAS atau sipir.
Kasus itu terjadi di LAPAS Klas IIA Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Kejadian itu menimpa 3 orang tahanan titipan LAPAS yang hendak mengikuti
persidangan di Klas IIA Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ketiga
tahanan tersebut, diantaranya Rianti (36) tahanan kasus narkoba; Surianti
(32) tahanan kasus penganiayaan dan Zubaida tahanan kasus narkoba.
Mereka disiksa karena kedapatan ditemukan bekas bungkus rokok yang
berada di dalam WC ruangan saat razia oleh petugas lapas. Rianti
menjelaskan, penganiayaan yang dialami ke 24 narapidana ini terjadi saat
sedang diadakan razia mendadak oleh sipir. Tidak ada satupun tahanan yang
mengaku memiliki rokok tersebut, dan mengakibatkan petugas sipir memukul
mereka agar mengakui perbuatannya. Mereka dipukuli dipunggung sebanyak
empat kali, lengan kiri serta lengan kanan menggunakan gagang sapu serta
memukul telapak tangan mereka dengan menggunakan sandal kayu.
Sedangkan di Reskrim Polsek Widang di Widang, Jawa Timur yaitu pada
7 http://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-di-
indonesia-tahun-2015 diakses 13 Oktober 2016
5tanggal 15 Juni 2015 tahanan yang bernama Vicky Arfindo, 13 tahun,
melaporkan bahwa petugas dari unit Reskrim menganiaya dirinya selama
proses introgasi. Penganiayaannya berupa petugas memasukkan senjata ke
mulutnya agar ia mengaku.8
Dengan adanya kasus-kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, tidak berarti
bahwa di Indonesia penerapannya sudah efisien. Meskipun Indonesia adalah
negara pertama yang menandatangani Konvensi Anti Penyiksaan. Bahkan di
kawasan Asia, Indonesia termasuk negara yang paling cepat
menandatanganinya tapi cepatnya proses penandatanganan itu ternyata
tidak diiringi dengan kesigapan yang serupa untuk meratiifkasi isi konvensi
ini. Indonesia baru meratifikasi konvensi ini pada 28 September 1998 melalui
UU No. 5 tahun 1998.9
Padahal konsekuensi negara yang meratifikasi suatu konvensi adalah
negara tersebut harus tunduk dan terikat terhadap peraturan yang ada dalam
konvensi tersebut. Sehingga, dengan adanya proses ratifikasi pada
instrumen hukum internasional tersebut, negara menyatakan diri menyetujui
dan terikat pada hukum internasional itu, artinya negara mempunyai
8 http://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-di-
indonesia-tahun-2015 diakses 13 Oktober 2016
9 http://www.unhcr.ch/data-PBB-mengenai-konvensi-anti-penyiksaan diakses pada tanggal 15
Oktober 2016
6kewajiban untuk melindungi HAM warga negaranya dari pelanggaran-
pelanggaran dalam bentuk apapun.10
Selain menujukkan ketidakefisiennya Konvensi Anti Penyiksaan di
Indonesia, hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa peraturan nasional
mengenai HAM di Indonesia belum berjalan semestinya misalnya saja dalam
Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk
terbebas dari penganiayaan dan tindakan keji, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat lainnya.11 Peraturan Nasional menggolongkan
penggunaan kekerasan oleh petugas untuk mendapatkan sebuah pengakuan
sebagai tindakan pidana.12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menetapkan bahwa anak-anak yang dihukum karena tindak
kejahatan yang serius harus menjalani hukumannya di LAPAS khusus
anak.13 Namun, pada laporan bulan Agustus 2015 tercatat terdapat 3.814
tahanan anak yang dan 700 diantaranya ditempatkan dalam LAPAS dewasa.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap HAM seharusnya tidak terjadi
karena HAM merupakan hak manusia yang melekat pada manusia yang
diberikan oleh Tuhan dimana manusia lainnya tidak berhak untuk
mengambil, merampas, ataupun melanggar HAM milik orang lain.14 HAM ini
berlaku secara universal yang artinya HAM tersebut dapat melampaui batas-
10 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 391
11 Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945
12 Rhona KM.Smith, Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Manusia Universitas Islam
Indonesia, 2010, halaman 242
13 Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
14 Suryadi Radjab, Dasar – Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, halaman 7
7batas negeri, kebangsaan, dan tidak memandang golongan tertentu, ras
tertentu, agama tertentu, ataupun status lainnya yang membeda-bedakan
manusia dan hal itu juga berlaku bagi para narapidana.15
Selain itu, banyaknya instrumen HAM yang dimiliki oleh Indonesia
seharusnya dapat menekan banyaknya jumlah pelanggaran HAM terhadap
para narapidana sekaligus instrumen tersebut menjadi pelindung hukum bagi
seluruh warga negaranya namun dalam kenyataannya, hal itu tidak efektif
dalam mencegah ataupun mengurangi jumlah pelanggaran HAM terhadap
narapidana.
Melihat dari banyaknya fenomena pelanggaran HAM terhadap
narapidana yang dilakukan oleh para penegak hukum membuat penulis
merasa perlu melakukan analisi mengenai masalah ini. Berkaitan dengan hal
itu maka penulis menyusun proposal utuk penelitian skripsi dengan judul
“Pelanggaran HAM terhadap Penghuni Lembaga Permasyarakatan di
Indonesia Ditinjau dari Segi HAM Internasional”
15 Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya
dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007 halaman 1
8B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM terhadap penghuni Lembaga
Permasyarakatan di Indonesia ditinjau dari segi HAM internasional?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAM para narapidana di
Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM terhadap penghuni
Lembaga Permasyarakatan di Indonesia ditinjau dari segi HAM
Internasional.
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap HAM para
narapidana di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
a. Dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana bentuk
pelanggaran HAM terhadap penghuni Lembaga Permasyarakatan
di Indonesia ditinjau dari segi HAM Internasional. Dari sini
diharapkan kita  dapat lebih dalam lagi mengetahui tentang
pengaturan dan penerapan HAM Internasional terhadap
masyarakat nasional masing-masing negara khususnya di
Indonesia.
b. Dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana perlindungan
hukum terhadap HAM para narapidana di Indonesia baik dari segi
hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hak Asasi Manusia
1. Prinsip HAM
Dalam HAM terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat ditemukan
dalam berbagai instrumen HAM dan juga diaplikasikan dalam hak-hak yang
lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah:16
a. Bersifat Universal dan tidak dapat dicabut (universality and
inalienability)
Hak Asasi merupakan hak yang melekat pada seluruh manusia
yang sudah ada pada dirinya sejak ia dikatakan sebagai manusia.
Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan dilepas secara sukarela
maupun dengan paksaan terhadap apapun dan siapapun. Bersifat
universal karena hak asasi berlaku secara umum, tidak
memandang golongan tertentu, dan dimanapun manusianya
berada hak-hak itu tetap dihormati dan dilindungi. Hal ini selaras
dengan pernyataan yang terdapat dalam DUHAM yaitu ‘Semua
orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak
16 KOMNAS HAM, Prinsip – peinsip pokok Hak Asasi Manusia,
www.komnasham.go.id/pendidikandanpenyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia
diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
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yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya
bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan’17
b. Tidak dapat dibagi (indivibility)
Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang sama dan setara,
oleh sebab itu hak asasi manusia tidak dapat ditempat dalam suatu
hirarki. Kepentingan hak manusia itu sama baik itu dalam hal hak
sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Semuanya membentuk
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible) dan
seseorang akan hidup layak dan bermatabat hanya jika semua hak
mereka terjamin. Prinsip ini diperkuat dalam Deklarasi Wina
1993.18
c. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (interdependence
and interrelatedness).
Suatu hak tidak dapat dipenuhi apabila mengabaikan hak lainnya.
Hak-hak tersebut saling berkaitan dan bergantungan satu dengan
yang lainnya. Misalnya dalam hal pemenuhan hak untuk hidup
layak dan hak pemenuhan kesehatan pada narapidana, kedua hak
tersebut saling bergantungan dan berkaitan karena hak
pemenuhan kesehatan menopang pemenuhan hak untuk hidup
yang layak.
17 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 1
18 Deklarasi Wina 1993 merupakan deklarasi Universal dari PBB. Deklarasi ini merupakan kompromi
antara pandangan Negara barat dan Negara berkembang yang disetuji lebih dari 170 negara.
Deklarasi ini merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM. Deklarasi ini di tandatangani pada
tahun1993 di Wina, Austria.
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d. Sederajat dan tanpa diskriminasi (equality and non discrimination)
Setiap individu berhak sepenuhnya atas hak-hak tanpa ada
pembedaan dengan alasan apapun. Sifat dari hak asasi manusia
adalah sederajat dalam hal apapun dan tidak boleh mendapat
perlakuan diskriminasi baik karena perbedaan atas ras, agama,
etnis, usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, latar belakang sosial,
maupun status sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam DUHAM
yaitu : ‘Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak
atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi
yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala
hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu’19
e. Turut berpartisipasi dan berperan aktif (participation and inclusion)
Setiap orang mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan
berkontribusi dalam hal untuk menikmati kehidupan pembangunan,
kehidupan politiknya, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya demi
terpenuhinya hak asasi itu sendiri dan kebebasan dasar.
f. Ada pertanggungjawaban dan penegakan hukum (accountability
and rule of law)
Negara mempunyai tanggungjawab dalam melindungi, menjaga,
serta memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam penegakan
hukumnya, negara mempunyai kewajiban menjalankan aturan
19 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 7
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yang telah ada serta membentuk aturan baru untuk mencegah
ataupun mengadili pelanggaran terhadap HAM.
2. Instrumen HAM
a. Instrumen HAM Internasional Terkait Narapidana
Instrumen HAM Internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian
internasional20 yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan
diratifikasi oleh negara-negara sebagai bukti setujunya mereka terhadap
instrumen tersebut.
Bentuk instrumen HAM Internasional tersebut dapat berupa Hard
Law21 seperti kovenan, konvensi, piagam, maupun protokol. Sedangkan
dalam bentuk Soft Law22 dapat berupa deklarasi, rekomendasi,
prinsip,pedoman dan rencana aksi (action of plan).
Instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan HAM ini
jumlahnya cukup banyak. Dalam instrument HAM Internasional tersebut salah
satunya mengatur mengenai masalah yang berkaitan dengan kekerasan dan
penyiksaan dimana selain masyarakat biasa, narapidana juga menjadi
20 Perjanjian internasional yang ada dapat dipandang berguna dengan variasi 3 dimensi yaitu :
ketepatan aturan (precision of rules), kewajiban (obligation), dan delegasi untuk pembuat keputusan
pihak ketiga (delegation to a third-party decision marker) dikutp dari buku J.G. Starke, Op.Cit.
halaman 116
21 Hard law diartikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dikutip dari
buku J.G. Starke,  ibid. halaman 111
22 Soft law diartikan sebagai perjanjian yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum,
melainkan hanya moral dikutip dari buku J.G. Starke, ibid.
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subyek hak (rights holders) yang mendapatkan jaminan dan pengakuan
terhadap hak asasi mereka.23
Beberapa instrumen HAM Internasional adalah sebagai berikut :
1) Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik
umum yang dilakukan sehari-hari. Dalam menyelesaikan berbagai
sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu
sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional.
Hukum kebiasaan Internasional mengenai HAM antara lain terdiri
dari larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, larangan
pembantaian massal, larangan perbudakan dan perdagangan
manusia dan larangan terhadap berbagai tindakan pembunuhan
dan sewenang-wenang.24
2) Piagam PBB
Piagam PBB lahir berdasarkan Konferensi San Fransisco yang
ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 dan berlaku pada
tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB ini memuat beberapa
ketetapan mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam Mukadimah
Piagam PBB dinyatakan suatu tekad masyarakat internasional
23 F.Sugeng.Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, halaman 22
24 Muliadi, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Hukum Internasional,
Bandung, PT Refika Aditama, 2012, halaman 25
14
untuk menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia,
pada martabat dan nilai manusia, pada persamaan hak antara pria
dan wanita, dan antara negara besar dan negara kecil.25
Dalam piagam ini mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB
adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap hak
asasi manusia dan kebebasan bagi semua orang tanpa
membedakan jenis kelamin, ras, bahasa, atau agama.26 Selain itu,
PBB akan mengakui dan menggalakkan penghormatan universal
dan pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi
semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.27
3) UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
UDHR merupakan pernyataan umum seluruh masyarakat
internasional mengenai pengakuan HAM secara universal yang
dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Nomor
A/Res/217 pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR ini terdiri atas
30 pasal yang mengatur mengenai hak-hak manusia.28
Dalam UDHR hak-hak yang diatur meliputi :29
a. Hak personal, yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi;
25 Scoot Davidson, Hak Asasi Manusia, PT Usaha Utama Grafiti, Jakarta, 2008, halaman 36
26 Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB
27 Pasal 55 Piagam PBB
28 http://gustianipangesti.blogspot.co.id/2012/03/hak-asasi-manusia.html.com diakses pada tanggal
18 November 2016.
29 Dalam UDHR yang mengatur mengenai hak personal, hak legal dan hak sipil dan politik berada pada
pasal 3 sampai pasal 21 UDHR 1948, sedangkan yang mengatur mengenai hak ekonomi, sosial, dan
budaya diatur dalam pasal 22 sampai 27 UDHR 1948.
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b. Hak Legal, yaitu hak jaminan perlindungan hukum;
c. Hak sipil dan politik;
d. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.
4) ICCPR (International Covenant on Civil an Political Rights)
ICCPR atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
merupakan salah satu dari tiga instrumen HAM dalam The
International Bill of Human Rights. Kovenan ini berlaku secara
internasional sejak Maret 1976. Indonesia meratifikasi Kovenan ini
melalui UU Nomor 12 tahun 2005 pada tanggal 16 Desember
1966. ICCPR fokus kepada hak-hak yang terkait dengan
kebebasan sipil dan hak-hak politik.30 Contoh hak-hak yang
terdapat dalam kovenan ini seperti hak untuk menentukan nasib
sendiri, hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak
untuk beragama dan berkeyakinan dan lain-lain.31
ICCPR mewajibkan negara-negara pihak yang telah meratifikasi
kovenan ini untuk menghormati dan melindungi serta
melaksanakan hak-hak yang dijamin dan meminta negara-negara
untuk melakukan langkah-langkah atau upaya baik administratif,
yudisial, maupun legislatif untuk melindungi hak-hak yang dijamin
30 Rhona K.M. Smith,Op.Cit. halaman 92
31 Ibid. halaman 94
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dalam kovenan32, termasuk untuk menyediakan sistem pemulihan
yang efektif bagi korban pelanggaran hak-hak tersebut.33
ICCPR mempunyai 2(dua) protokol tambahan yaitu:
a. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights34;
b. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil
and Political Rights, aiming at the abolition of the death
penalty.35
5) Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture and
Othe Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman
lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia yang sering disebut Konvensi Anti Penyiksaan merupakan
konvensi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB melalui
Resolusi No. 39/46 pada tanggal 10 Desember 1984 dan
diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987. 36
Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi Anti
Penyiksaan pada tanggal 23 Oktober 1985 melalui Undang-
32 Pasal 2 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
33 Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
34 Protokol tambahan yang membahas mengenai mekanisme komplain individu yang hak-hak mereka
dilanggar dalam ICCPR. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku
pada tanggal 23 Maret 1976 dikutip dari buku Ifdhal Kasim, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik,
Sebuah Pengantar, Jakarta, ELSAM, 2007 halaman 13
35 Protokol ini membahas mengenai penghausan hukuman mati. Dibentuk pada tanggal 15 Desember
1989 dan berlaku pada tanggal 11 Juli 1991 dikutip dari buku Ifdhal Kasim, ibid. halaman 13
36Pax Benedanto dan M.Mahendra, Konvensi Anti Penyiksaan, Jakarta, LSPP, 2000, halaman 2
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Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi Menentang
Penyiksaan terdiri atas pembukaan dengan 6 paragraf dan batang
tubuh dengan 3 bab yang terdiri atas 33 pasal, yaitu:37
a) Bab I (pasal 1-16) mengatur mengenai ketentuan pokok dan
kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan,
b) Bab II (pasal 17-24) mengatur mengenai ketentuan, tugas, dan
kewenangan dari Komite Menentang Penyiksaan (Committee
Against Torture)
c) Bab III (pasal 25-33) ketentuan penutup yang memuat hal-hal
yang berkaitan dengan mulai berlakunya konvensi, perubahan,
pensyaratan, ratifikasi, dan aksesi, pengunduran diri serta
mekanisme penyelesaian perselisihan antar negara pihak.
37 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia ).
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6) The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (SMR)
PBB mengeluarkan regulasi mengenai pemenuhan hak-hak
narapidana melalui The United Nations Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners, yang biasa disingkat SMR. SMR
mulai berlaku pada tahun 1955. SMR memuat pedoman dalam
hukum internasionaldan hukum negara sehubungan dengan
penghormatan terhadap siapapun yang berada dalam tahanan.
SMR mengandung pedoman implementasi prinsip-prinsip yang
baik dan praktek untuk manajemen tahanan/penjara/lembaga
permasyarakatan. Dokumen tersebut menetapkan standar bagi
narapidana dalam tahanan yang meliputi administrasi, kebersihan
pribadi, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, alat-alat
pengekang, informasi dan keluhan oleh para tahanan, kontak
dengan dunia luar, serta perasaan-perasaan fisik untuk
memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana.38
38 Sri Hartini, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing : Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Se Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Universitas
Negeri Yogyakarta, 2015, halaman 10
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b. Instrumen HAM Nasional Terkait Narapidana
Beberapa instrumen HAM nasional terkait dengan narapidana adalah
sebagai berikut :39
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(UUD NRI 1945)
Sebelum Indonesia meratifikasi UDHR maupun instrumen HAM
lainnya, Indonesia sudah menjunjung tinggi HAM dan menjadikan
HAM sebagai topik yang penting perlindungannya. Dalam UUD
NRI 1945 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia yang
terdapat dalam pasal 27 hingga pasal 34.
2) UU RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Penghukuman lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment);
3) UU RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
mempunyai tujuan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan
rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan
pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam
39 Rhona. K.M. Smith, Op.Cit. halaman 247
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pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab.
UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari 8
bab dengan jumlah pasal 54. Bab I (pasal 1-4) mengatur
mengenai ketentuan umum, Bab II (pasal 5-9) mengatur
mengenai pembinaan, Bab III (pasal 10-44) mengatur mengenai
warga binaan pemasyarakatan, Bab IV (pasal 45) mengatur
mengenai balai pertimbangan PERMA dan tim pengamat
masyarakat, Bab V (pasal 46-50) mengenai keamanan dan
ketertiban, Bab VI (pasal 51) mengatur ketentuan lain, Bab VII
(pasal 52) mengatur mengenai ketentuan peralihan, dan Bab VIII
(pasal 53) mengatur mengenai ketentuan penutup. Pasal yang
membahas mengenai HAM dapat dilihat pada pasal 14. UU ini
disahkan pada tanggal 30 Desember 1995.
4) UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri
dari 11 bab dengan jumlah pasal 106. Dalam UU ini mengatur
lebih spesifik mengenai HAM yang dapat dilihat pada Bab III
pasal 9 hingga pasal 66. Bukan hanya mengatur mengenai HAM,
UU ini juga mengatur mengenai kewajiban dasar manusia.40 UU
ini disahkan pada tanggal 23 September 1999.
40 Pasal 67-70 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
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3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
a. Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran HAM belum mempunyai definisi yang disepakati secara
umum dan universal, namun dikalangan para ahli terdapat semacam
kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu
sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari
instrumen-instrumen internasional HAM. Pelanggaran negara terhadap
kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of
commission) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (acts of omission).41
Dalam rumusan lainnya, pelanggaran hak asasi manusia adalah
tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana
dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma HAM yang diakui
secara internasional.42
Dalam hukum nasional di Indonesia pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara sengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang
dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan
41 Rhona K.M. Smith, Op.Cit halaman 69
42 C. de Rover, To Serve and to Protect (International Committee of the Red Cross, 1988) halaman 455
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tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.43
b. Bentuk pelanggaran HAM
Dalam sistem hukum HAM intenasional, negara di tempatkan sebagai
aktor utama pemegang kewajiban dan tanggung jawab (duty holders),
sementara individu, dalam artian kelompok dan rakyat duduk sebagai
pemegang hak (right holders). Dalam hal ini, negara tidak memiliki hak,
kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab untuk
memenuhi hak-hak warga negaranya yang dijamin melalui berbagai
instrumen yag mendukung penegakan HAM. Jika negara tidak mau atau
tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka pada saat itulah negara tersebut dapat dikatakan telah
melakukan pelanggaran HAM. Jika pelanggar tersebut tidak mau
dipertanggungjawabkan oleh negara maka tanggung jawab itu akan diambil
alih oleh masyarakat internasional.44
Adapun negara yang dimaksud adalah seluruh institusi dan perangkat
kenegaraan yang berada dibawah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Bentuk pelanggaran dapat dalam tindakan langsung atau dalam bentuk
keputusan. Meskipun begitu, subjek pelaku tetap didasarkan kepada individu
43 UU Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 angka 6
44 Ifdal Kasim, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum,
Jakarta, ELSAM, 2001, halaman 7 dan 8
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(pejabat/petugas)  yang melakukan atau berwenang. Adapun penanggung
jawab terhadap pelanggaran ini bisa dirunut dari aktor yang mengeluarkan
kebijakan sampai pada pelaku lapangan yang menjalankan kebijakan
tersebut.45
Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu :46
1. Pelanggaran karena tindakan (by commission) adalah pelanggaran
yang terjadi karena negara telah melakukan tindakan langsung untuk
turut campur dalam mengatur hak-hak warga negaranya yang
semestisnya dihormati.
2. Pelanggaran karena pembiaran (by omission) yaitu negara
membiarkan terjadinya tindakan yang melanggar HAM dan tidak
mengambil upaya apapun untuk mencegah pelanggaran HAM
tersebut. Tindakan pembiaran pelanggaran seperti ini biasanya
melibatkan aktor-aktor non negara, termasuk didalamnya indvidu atau
kelompok yang bertindak atas perintah negara atau dengan
keterlibatan, fasilitas, persetujuan, atau juga dorongan dari otoritas
yang berwenang.
45 Daniel Hutagalung, Pelaku Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru, Jurnal Asasi, Edisi Januari-Februari
2008
46 Fadli Andi Natsir, Kejahatan HAM dalam Prespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana
Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, halam 34
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Dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diatur
mengenai pelanggaran HAM berat yaitu genosida dan kejahatan
kemanusiaan.47
3. Pertanggungjawaban atas Pelanggaran HAM
Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM adalah negara.
Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya
dipahami sebagai tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran terhadap
hukum internasional. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum HAM
internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya
menjadi tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran
terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara.48
Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-
perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari kebiasaan
internasional. Kewajiban negara dalam memenuhi HAM ada 3 yaitu:
1. Menghormati (to respect)
Negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap
HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran, misalnya negara tidak
boleh terlalu campur tangan pada hak kebebasan memeluk agama.
47 Pasal 7 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
48 Rhona K.M. Smith, Op.Cit. halaman 69
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2. Melindungi (to protect)
Negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk
menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Negara memiliki kewajiban
untuk melindungi HAM warga negaranya tanpa didasarkan atas
diskriminasi dalam bentuk apapun, misalnya negara memberikan
perlindungan HAM dengan bentuk peraturan perundang-undangan
yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Memenuhi (to fulfil)
Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif,
administrtif, dan peradilan yang diperlukan untuk memastikan HAM
tersebut dipenuhi semestinya, misalnya negara bekewajiban untuk
menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam
LAPAS untuk kepentingan narapidana.
Ketiga kewajiban ini sekaligus menyirat secara eksplisit bahwa negara
berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak
terjadi pelanggaran. 49
Salah satu bentuk pertanggungjawaban oleh negara terhadap
pelanggaran HAM yaitu pemberian kompensasi, restitusi, dan atau
rehabilitasi. Bentuk pertanggungjawaban ini di atur dalam Peraturan
49 Rhona K.M. Smith, ibid.
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Pemerintah Nomor 3 tahun 2000 tentang Konpensasi, Restitusi, dan
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.50
Dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur
pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh atasan
baik polri maupun sipil. Hal yang diatur dalam UU tersebut adalah :51
1. Atasan, baik polisi maupun sipil lainnya mengetahui atau secara
sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan
bahwa bawahannya yang berada dibawah kekuasaannya dan
pengendaliannya yang efektif, sedang melakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran HAM yang berat.
2. Pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh bawahan tersebut
adalah sebagai akibat atasan tidak melakukan pengendalian
terhadap bawahannya secara patut dan benar.
3. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya dengan cara:
a) Mencegah atau mengehentikan pelanggaran HAM yang berat
b) Menyerahkan pelakunya kepada pejabat  yang berwenang
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
50 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2013 halaman
111
51 Pasal 42 ayat 2 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
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Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan mendapatkan
hukuman pidana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 26 tahun 2000
tentang pengadilan HAM.52
B. Narapidana
1. Definisi Narapidana
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana
adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena
tindak pidana); terhukum.
Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari
masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah
manusia seperti biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar
norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani
hukuman.53
Menurut UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan.54
52 Pasal 36-40 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
53 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 59.
54 Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
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2. Penggolongan Narapidana
a. Secara Nasional
Dilihat dari segi kemanan dan pembinaan terhadap narapidana di
LAPAS serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat
berpengaruh terhadap .narapidana lainnya maka penting untuk
adanya penggolongan narapidana.
Pengaturan mengenai penggolongan narapidana dapat dilihat pada
Undang-Undang Nomor12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
atas dasar :55
1) Umur
2) Jenis Kelamin
3) Lama pidana yang dijatuhkan
4) Jenis kejahatan
5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.
Berdasarkan penggolongan umur dimaksudkan penempatan
narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang
usianya tidak jauh berbeda misalnya LAPAS anak, LAPAS
pemuda, dan LAPAS dewasa. Sedangkan penggolongan
berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana
55 Pasal 12 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS laki-laki dan
LAPAS wanita.
Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan terdiri
atas:56
1) Narapidana jangka pendek, yaitu narapidana yang pidana
paling lama 1 tahun
2) Narapidana dengan jangka sedang, yaitu narapidana yang
dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun
3) Narapidana dengan jangka panjang, yaitu narapidana yang
dipidana diatas 5 tahun.
b. Secara Internasional
Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di
LAPAS secara terpisah atau dibagian terpisah dalam satu
lembaga penjara dengan memperhitungkan:57
1) Jenis kelamin
2) Usia
3) Catatan kriminal
4) Alasan hukum penahanan yang bersangkutan
56 Arvan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Pidana Kodifikasi,
Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1990 halaman 85
57 Aturan Minimun Standar tentang Penanganan Tahanan diadopsi oleh Kongres PBB yang pertama
tentang Pencegahan Kejahatan yang diadakan di Janewa pada tahun 1955 dan disetujui oleh ECOSOC
melalui Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.
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5) Kebutuhan yang menyangkut penanganan yang
bersangkutan.
a) Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin
ditempatkan dilembaga yang menampung laki-laki
dan perempuan, keseluruhan komplek yang
diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya
terpisah.
b) Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari
tahanan yang sudah divonis.
c) Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan
tahanan perdata lainnya ditempatkan terpisah dari
tahanan yang dipenjarakan karena pelanggaran
pidana.
d) Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari
tahanan dewasa.
3. Hak-Hak Narapidana
a. Hak-Hak Narapidana dalam Instrumen HAM Internasional
1) Piagam PBB
Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi
HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara
universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam
pasal 1 ayat 3 yaitu :
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“Untuk memajukan kerjasama internasional dalam
memecahkan masalah-masalah internasional dibidang
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan
menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua
orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau
agama…”
2) UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
Dalam UDHR hak narapidana meliputi hak untuk hidup; hak atas
kebebasan dan keamanan diri; hak atas terhindar dari
penyiksaan atau perlakuan serta penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; hak
terhindar dari penangkapan sewenang-wenang; hak atas
keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
serta pelarangan hukum yang berlaku surut.58
3) ICCPR (International Covenant on Civil an Political Rights)
Dalam ICCPR hak narapidana meliputi 59:
a. Hak untuk hidup;
b. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara
kejam, tidak manusiawi, atau direndahkan martabat;
c. Hak atas keamanan pribadi;
d. Hak atas persamaan kedudukan didepan pengadilan dan
badan peradilan;
58 Terdapat dalam pasal 3,5,9,10,dan 11 UDHR 1948
59 Terdapat dalam pasal 6,7,9,10,14,15,16,dan 26
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e. Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut
dalam penerapan hukum pidana.
4) Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture
and Othe Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
Dalam Konvensi Menetang Penyiksaan, hak narapidana
meliputi60:
a) Hak untuk bebas dari penyiksaan dalam bentuk apapun baik
fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi tau merendahkan martabat
manusia;
b) Hak untuk melakukan pengaduan atas penyiksaan yang
diterimanya;
c) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penyiksaan yang
diterimanya.
5) Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR), hak
narapidana meliputi 61:
a) Hak untuk pemisahan kategori berdasarkan umur, jenis
kelamin, dan status hukumnya;
b) Hak untuk mendapatkan akomodasi tidur yang layak;
c) Hak untuk mendapatkan air yang bersih;
d) Hak untuk mendapatkan makanan yang layak;
60 Terdapat dalam pasal 1, 13, dan 14
61 Terdapat dalam pasal 8, 9, 10, 12, 13,17, 19, 20, 21,22,23,24,25,26, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,54
ayat (1),56,77,78, 93,
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e) Hak atas kesehatan;
f) Hak untuk mendapatkan kegiatan olahraga;
g) Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan;
h) Hak untuk membela diri;
i) Hak untuk mengajukan permohonan dan pengaduan;
j) Hak atas kontak dengan dunia luar;
k) Hak untuk beribadah;
l) Hak untuk memperoleh pendidikan.
Tabel 2.1
Hak-Hak Narapidana dalam Instrumen HAM Internasional
Hak Narapidana Instrumen HAM
Internasional
Pasal
Hak untuk hidup
a. Hak untuk akomodasi tidur yang
layak
b. Hak untuk mendapatkan air yang
bersih
c. Hak untuk mendapatkan
makanan yang layak
d. Hak untuk mendapatkan kegiatan
olahraga
ICCPR
SMR
SMR
SMR
SMR
6
9,10, dan 19
12 dan 13
20
21
Hak untuk tidak mendapat
penyiksaan
SMR
ICCPR
UNCAT
54 ayat (1)
10 ayat (1)
2 ayat (2)
Hak untuk memperoleh ganti rugi
atas penyiksaan yang diterima
UNCAT 14
Hak untuk mendapatkan proses
peradilan yang cepat
ICCPR 9 ayat (3)
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Hak untuk membela diri
SMR
ICCPR
93
14 ayat (3)
Hak untuk pemisahan berdasarkan:
a. Umur
b. Jenis Kelamin
c. Putusan
SMR
ICCPR
SMR
SMR
ICCPR
8 huruf d
10 ayat (3)
8 huruf a
8 huruf b
10 ayat (2)
Hak untuk tidak mendapatkan
perlakuan diskriminasi
ICCPR 2 ayat 1, 26,
dan 27
Hak untuk mengajukan permohonan
dan pengaduan
SMR
UNCAT
36 dan 35
12 dan 13
Hak atas kontak dengan dunia luar
SMR
ICCPR
37,38.39 dan 56
17
Hak untuk beribadah
SMR
ICCPR
41, dan 42
18
Hak untuk memperoleh pendidikan SMR 40,77, dan 78
Hak atas tempat yang aman
SMR
ICCPR
27,28,29,30,31,
32,33,dan 54
9
Hak atas kesehatan
SMR 22 ayat (1) (2),
23 ayat (1) dan
(2), 24, 25 ayat
(1) dan (2), 26,
82 ayat (1)
Keterangan :
 SMR (Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners)
 ICCPR (International Covenant Civil and Political Rights)
 UNCAT (Universal Convention Against Torture)
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b. Hak-Hak Narapidana dalam Instrumen HAM Nasional
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(UUD NRI 1945)
Sebelum Indonesia meratifikasi UDHR maupun instrument HAM
lainnya, Indonesia sudah menjunjung tinggi HAM dan menjadikan
HAM sebagai topik yang penting perlindugannya. Hal itu dapat
dilihat dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM,
khususnya bagi Narapidana yaitu :62
a) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum;
b) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
c) Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia;
d) Hak untuk memperoleh layanan kesehatan;
e) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
(retroaktif);
f) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
diskriminatif.
62 Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945
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2) UU RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
Hak narapidana dalam undang-undang ini meliputi63:
a) Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya;
b) Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani;
c) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang
layak dan lain-lain.
3) UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak narapidana dalam undang-undang ini meliputi64:
a) Hak untuk hidup;
b) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan
hukum;
c) Hak untuk tidak boleh dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut;
d) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
e) Hak untuk tidak dianggap bersalah samapi dibuktikan
kesalahannya secara sah;
f) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
g) Hak untuk merasa aman dan tentram;
63 Terdapat dalam pasal 14 UU RI Nomor 12 tahun 1995
64 Terdapat dalam pasal 4, 9, 18, 29, 30, dan 33 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
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h) Hak untuk merasa bebas dari penyiksaan, penghukuman
atau perlakuan kejam, tidak manusia, merendahkan derajat
dan martabat manusia;
4) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Hak narapidana anak dalam undang-undang ini meliputi65:
a) Hak untuk tahanannya dipisahkan dari orang dewasa;
b) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
c) Hak untuk memperoleh pendidikan;
d) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
e) Hak untuk memperoleh pendapingan orangtua atau wali;
f) Hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan, cuti
kunjungan keluarga, cuti menjelang hari bebas, dan cuti
bersyarat.
65 Terdapat dalam pasal 3 dan 4 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. LOKASI PENELITIAN
Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penulis memilih
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan
Pusat Universitas Hasanuddin sebagai tempat penulis mendapatkan literatur
yang menunjang penulisan skripsi ini.
Sedangkan penelitian lapangan, penulis mengunjungi LAPAS Kelas I
Makassar, LAPAS Kelas IIA Sungguminasa, LAPAS Kelas I Cipinang,
KOMNAS HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan ELSAM
untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
B. JENIS dan BAHAN DATA
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh adalah data primer
dan data sekunder. Data primer merupakan data yangdiperoleh dari hasil
penelitian penulis berupa observasi (pengamatan) terhadap lokasi penelitian,
sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul skripsi ini.
Bahan hukum yang menjadi acuan yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional dan
Hukum Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia
khususnya Hak Asasi Narapida.
2. Bahan Sekunder, yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk
mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Disini penulis mengambil data dari
artikel-artikel, website, literature, yang dapat menunjang
pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia pada Narapidana.
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan.
Studi kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan berbagai ketentuan
perundang-undangan, mengumpulkan literatur serta mengakses internet
berkaitan dengan lingkup HAM Internasional dan HAM Nasional, sedangkan
teknik studi lapangan adalah teknik mengumpulkan data yang berkaitan
dengan penyusunan skripsi ini pada lokasi penelitian.
D. ANALISIS DATA
Setelah data berhasil dikumpulkan yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan peilitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dan
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil akhirnya akan di paparkan
untuk mendapatkan hasil yang bersifat deksriptif.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penghuni
Lembaga Permasyarakatan di Indonesia Ditinjau Dari Segi HAM
Internasional
Pelanggaran hak asasi manusia sebagai suatu pelanggaran terhadap
kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi
manusia. Narapidana juga manusia, mereka mempunyai hak asasi manusia
yang sama dengan yang lainnya, seberat apapun kejahatan yang mereka
perbuat.66
Penghuni Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) tidak hanya
narapidana saja tertapi juga terdapat tahanan polisi, tahanan Pengadilan
Negeri, tahanan Pengadilan Tinggi maupun tahanan Mahkamah Agung.
Lembaga pengamat International Center of Prison Studies (ICPS)
mengatakan bahwa Indonesia masuk kedalam 10 (sepuluh) besar negara
yang memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang paling banyak.67 Jumlah
tahanan hingga bulan Desember 2016 yaitu sebanyak 63.243 orang dan
66 Andrew Coyle, A human right approach to prison management second edition, 2009, Melbourne,
International Center, for Prison Studies halaman 7
67http://www.prrisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world-prison-population-
list-11th-edition.pdf halaman 8 diakses pada tanggal 30 Desember 2016
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narapidana sebanyak 133.822 orang sedangkan kapasitas keseluruhan
LAPAS di Indonesia hanya mampu menampung 113.300 orang.68
Kelebihan kapasitas yang terjadi di LAPAS di Indonesia yang
merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan banyaknya hak dari
penghuni LAPAS tidak terpenuhi dan terbengkalai oleh negara. Narapidana
sebagai seorang yang direnguk kebebasannya atas dasar hukum, sebagian
haknya yaitu hak untuk kebebasan fisik, pembatasan hak berkumpul dengan
keluarga, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah tetapi tetap
memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya yang bersifat non-
derogable69.
Terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar dari Warga Binaan
Permasyarakatan (WBP) baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan, yang didalamnya juga
mencantumkan 10 (sepuluh) prinsip permasyarakatan serta hak-hak dari
seorang WBP,kemudian adanya beberapa instrumen HAM Internasional
seperti ICCPR (International Convenant Civil and Political Rights), Konvensi
Anti Penyiksaan (Universal Convention Against Torture), serta Standard
68 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily diakses pada tanggal 30 Desember 2016
69 Hak non-derogable artinya hak-hak absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-
negara pihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam hak non-
derogable yaitu:
 Hak untuk hidup
 Larangan  penyiksaan
 Larangan perbudakan
 Larangan memenjarakan seseorang karena ketidakmampuan untuk memenuhi kontrak
 Hak untuk sama didepan hukum
 Hak Kebebasan memeluk agama
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Minimum Rules fo Treatment of Prisoners atau Peraturan-Peraturan Standar
Minimum bagi Perlakuan terhadap Tahanan. Tidak dipenuhinya secara ideal
hak-hak penghuni LAPAS ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari
begitu kompleksnya masalah yang ada dalam LAPAS.
1. Right to Physical and Moral Intergrity
Narapidana memiliki hak mutlak atas integritas fisik dan moral. Hak
dasar tersebut melekat pada harkat dan martabat setiap manusia.
Karenanya, semua orang sampai kapanpun harus diperlakukan sesuai
dengan haknya tersebut secara manusiawi dan sebagai penghormatan atas
harkat dan martabat mereka.70
a) Hak Untuk Hidup
Hukum positif di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati
terhadap kasus-kasus tertentu misalnya narkoba. ICJR71 mendorong
moratorium atas hukuman mati di Indonesia, praktik hukuman mati ini telah
mendorong “death row phenomenon” karena panjangnya deret waktu tunggu
eksekusi terpidana mati, yang bahkan mencapai 16 tahun. Lamanya waktu
tunggu ini telah menimbulkan situasi penyiksaan bagi terpidana mati.72
Secara praktik, hukuman mati mengakibatkan penyiksaan dan
tindakan sewenang-wenang terkait dengan death row phenomenon
70 Sri Hartini, Op.Cit halaman 10
71 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merupakan lembaga kajian independen yang
memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya. ICJR berusaha
mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah pemerintah. Member dukungan dalam konteks
membangun penghormatan terhadap The Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya
HAM dalam sistem peradilan pidana.
72 http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-di-indonesia diakses 30 Desember 2016
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(fenomena masa tunggu eksekusi) dan metode eksekusi yang
mengakibatkan tersiksa dan manusiawi.73 Pada dua eksekusi terakhir, rata-
rata masa tunggu minimal 10 tahun 6 bulan dan masa tunggu yang paling
lama mencapai 16 tahun. Waktu tunggu yang lama, disatu sisi menunjukkan
bahwa para narapidana sesungguhnya sudah mendapatkan hukuman
penjara yang tidak sedikit, dengan begitu terpidana mendapatkan dua kali
hukuman yaitu pidana penjara dan pidana mati. Perlakuan ini merupakan
perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, kondisi dimasa tunggu juga
mengakibatkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik
dalam LAPAS.74
Sebagai contoh, Rodrigo Gularte dan Mario Archer Cardoso Moreira
dieksekusi dalam kondisi gangguan jiwa dan mental yang tidak stabil. Selain
itu, Mary Jane yang sampai saat ini masih masuk dalam masa tunggu
teridana mati, mendapatkan trauma mental dan stress yang mengakibatkan
dirinya sering membenturkan kepala ke tembok.75
Kondisi buruk laporan dan pengawasan juga terlihat dari eksekusi
gelombang pertama dan kedua yang masih menimbulkan pertanyaan soal
proses eksekusi. Hukum di Indonesia khususnya dalam Peraturan Kapolri no
12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, tidak dapat
menjamin bahwa terpidana mati tidak tersiksa selama eksekusi. Aturan ini
73 Investigasi Pelanggaran HAM : Paduan untuk Investigasi Hukuman Mati Diluar Proses Hukum,
Sewenag-wenang dan Seketika, ELSAM, 1996, halaman 4
74 Wawancara dengan Pembina ELSAM, Adzahs Shazda, 11 Januari 2017
75 Ibid.
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memungkinkan apabila terpidana setelah ditembak masih menunjukkan
tanda-tanda hidup, dan lagi secara berulang sampai terpidana meninggal
dunia. Dalam eksekusi gelombang pertama, Tran Thi Bich Hanh, salah satu
terpidana mati baru dinyatakan meninggal dunia setelah 35 menit bertahan
hidup setelah eksekusi dilaksanakan. Selanjutnya dalam eksekusi gelombang
kedua, semua terpidana mati baru dinyatakan meninggal setelah 27 menit
eksekusi dilakukan. Lamanya rentang waktu antara proses penembakan
dengan terpidana mati dinyatakan meninggal dunia, menunjukkan bahwa
negara tidak dapat menjamin terpidana bebas dari rasa sakit dan menderita
akibat eksekusi mati, hal ini merupakan bentuk penyiksaan dan perbuatan
tidak manusiawi.76
b) Hak untuk Tidak Mendapatkan Penyiksaan
UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :
“perlindungan , pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”, sehingga diharapkan setelah
menjalani pemidanaan seorang narapidana atau tahanan dapat kembali
kedalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan
dan pemenuhan HAM bagi penghuni LAPAS harus dilaksanakan
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam
perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana atau tahanan
76 Laporan ICJR mengenai Praktek Penyiksaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta,
ICJR, 2016, halaman 9
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bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek
pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.77
Dalam prakteknya dilapangan sering dijumpai permasalahan-
permasalahan sehingga seorang narapidana tidak diberikan apa yang
menjadi haknya, terutama hak untuk dilindungi, merasa aman dari ancaman
baik berupa ancaman fisik maupun psikis serta perlakuan yang tidak sesuai
prosedur dalam LAPAS. Tidak dipungkiri jika di dalam LAPAS maupun
RUTAN masih terjadi kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama penghuni
LAPAS maupun sipir atau petugas LAPAS.78
Kasus kekerasan yang dilakukan petugas sipir terhadap narapidana
terjadi di LAPAS Kelas I Tanggerang, pada saat itu, sipir LAPAS melakukan
sidak ke kamar penghuni LAPAS untuk mengetahui apa saja barang milik
WBP, salah seorang sipir menemukan sebuah handphone milik MJ, salah
seorang penghuni LAPAS, tanpa mengucapkan teguran, sang sipir memukul
muka MJ, menendang, hingga terjatuh.79
Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 UNCAT mengatakan
tidak ada pengecualian yang dibenarkan untuk melakukan tindakan
penyiksaan. Jadi apapun alasan yang dikeluarkan oleh sipir tentang tindakan
penyiksaan yang dilakukannya, tidak dibenarkan walaupun WBP melakukan
77 Dimas Ivonansah Rahmanda dan H.D. Ravena, Pertanggungjawaban Petugas LAPAS Mengenai
Perilaku Diskriminatif terhadap Hak dan Kewajiban Narapidana ditinjau dari UU No. 12 tahun 1995
tentang Permasyarakatan, 2014, Bandung, Universitas Islam Bandung, halaman 5
78 Pangeran Hotman H.P.S, Aspek HAM dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga
Permasyarakatan, UGM, 2003, halaman 27
79 Wawancara dengan penghuni LAPAS Kelas I Tanggerang, TP, 52 tahun, kasus pencurian, 5 Januari
2017
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pelanggaran terhadap tata tertib LAPAS. Dalam Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pada pasal 8 dan 9
mengatur mengenai jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin tidak
menuliskan hukuman berupa penyiksaan dengan alasan pelanggaran tidak
dibenarkan. Selain itu, dalam UNCAT juga mengatur mengenai negara harus
menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap
penyiksaan seluruhnya dimasukan dalam pelatihan bagi aparat penegak
hukum, sipil atau militer, aparat kesehatan, pejabat publik dan orang-orang
lain yang ada kaitannya dengan penahanan dan introgasi, atau perlakuan
terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dipenjara.80
Untuk Pasal 10 ayat 1 UNCAT mengenai pemberian informasi
mengenai larangan penyiksaan yang wajib diberitahukan kepada sipir
maupun tahanan belum terealisasikan dengan baik. Tidak ada pemberian
pendidikan khusus maupun informasi mengenai larangan penyiksaan yang
wajib diberikan kepada narapidana maupun sipir membuat mereka tidak
mengetahui apa hak-hak narapidana dalam LAPAS. Jadi jika terjadi
pelanggaran HAM berupa penyiksaan narapidana hanya bisa diam karena ia
mengetahui jika penyiksaan itu bagian dari hukuman disiplin karena
melakukan pelanggaran.81
80 Pasal 10 ayat 1 UNCAT
81 Wawancara dengan Komisioner Komisi Nasional HAM bagian Pendidikan dan Penyuluhan,
Muhammad Nurkhoiron, 5 Januari 2017
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Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan HAM yang
melarang penyiksaan, baik itu dengan peraturan kepada Polri, sipir, dan
narapidana, misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia82 dan Permenkum HAM No. M. HH. 16. KP. 05. 02 tahun
2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.83
Instrumen HAM Internasional lainnya yang melarang adanya
penyiksaan juga terdapat pada Konvensi Hak Sipil dan Politik atau ICCPR.
Dalam ICCPR menyatakan tidak seorangpun yang dapat dikenakan
penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak menusiawi
atau merendahkan martabat.84
Hukum Internasional melarang adanya penyiksaan dan penganiayaan
lain dalam semua keadaan.85 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, standar
internasional juga mensyaratkan bahwa tidak seorangpun yang dituduh
melakukan tindak pidana bisa dipaksa untuk mengakui salah atau
memberikan kesaksian yang memberatkan diri mereka sendiri. 86 Hak ini
dapat dipakai baik pada tingkat pra pengadilan maupun pengadilan.
82 Terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 butir (v) dan pasal 11 ayat 1 huruf (b) dan (c)  Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
83 Terdapat dalam pasal 7 huruf (a) butir 2 Permenkum HAM No. M. HH. 16. KP. 05. 02 tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
84 Terdapat dalam pasal 7 ICCPR
85 Pasal 4 dan 7 ICCPR, serta Konvensi Anti Penyiksaan pasal 2 ayat 2
86 Pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR
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Segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi tidak boleh
diterapkan di dalam LAPAS, meskipun para penghuni LAPAS mempunyai
hak-hak yang dibatasi. Bukan hanya perlakuan penyiksaan yang telah
diuraikan pada pembahasan pelanggaran terhadap UNCAT tetapi juga
perlakuan tidak menusiawi sering kali didapatkan oleh para WBP, seperti
tidak terpenuhinya fasilitas untuk tidur dengan layak dan semestinya, dengan
hanya beralaskan kasur ataupun tikar dilantai membuat seseorang dapat
dikatakan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Bukan hanya itu,
mengenai makanan yang mereka dapatkan, pemberian bahan makanan yang
tidak layak juga merupakan perlakuan tidak manusiawi walaupun dengan
alasan bahwa tidak cukupnya anggaran yang diberikan untuk makanan.
Seharusnya negara mengupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi
kebutuhan WBP, terkhusunya kebutuhan jasmaninya agar tidak terjadi
perlakuan yang tidak manusiawi.
2. Right to an Adequate Standard of Living
Narapidana berhak atas standar hidup yang layak. Sebagai bagian
dari kemerdekaan mereka, semua orang berhak atas sebuah standar hidup
yang memadai, seperti makanan yang layak, air minum, akomodasi, pakaian
dan tempat tidur, termasuk narapidana. Akomodasi untuk para tahanan atau
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narapidana harus menyediakan kadar udara yang layak dan sehat, lantai,
pencahayaan, pemanasan, dan ventilasi yang cukup.87
a) Hak untuk akomodasi tidur yang layak
Dalam hal pemenuhan akomodasi, negara harus menyediakan
fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dari penghuni
LAPAS. Terkait dengan pemenuhan akomodasi tidur, di Indonesia tidak
dimungkinkan ruangan untuk para penghuni LAPAS secara pribadi. Hal itu
terkendala karena jumlah dari ruangan yang ada disuatu LAPAS tidak
sebanding dengan jumlah penghuninya, sehingga dalam satu ruangan yang
disediakan dihuni minimal 5 orang. Jumlah kamar dalam suatu LAPAS tidak
sama, tergantung dari LAPAS tersebut menyediakan kamar. Pada umumnya
jumlah kamar disuatu LAPAS minimal 20 kamar. Ukuran tiap kamarpun tidak
sama dan jumlah penghuni kamar pun beragam. Hampir seluruh LAPAS dan
RUTAN di Indonesia kelebihan kapasitas dan tidak menyediakan ruangan
individual seperti pada LAPAS Kelas I Makassar dengan klasifikasi
pembagian kamar sebagai berikut:
87 Sri Hartini, Loc.Cit halaman 10
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Table 4.5
Klasifikasi Kamar dalam LAPAS Kelas I Makassar
Blok Kamar Luas
Kamar(Meter)
Jumlah Penghuni
yang sedang
menghuni
Jumlah Kapasitas
seharusnya
Blok A/1 3x2 8  orang 4 orang
Blok A/2 3x2 8  orang 4 orang
Blok A/3 3X2 7 orang 4 orang
Blok A/4 3x2 5 orang 4 orang
Blok A/5 3X4 15 orang 8 orang
Blok A/6 3X4 19 orang 8 orang
Blok A/7 3X4 18 orang 8 orang
Blok A/8 3X4 13 orang 8 orang
Blok A/9 3x5 28 orang 10 orang
Blok A/10 3x5 24 orang 10 orang
Blok B/1 3x2 10 orang 4 orang
Blok B/2 3x2 11 orang 4 orang
Blok B/3 3x4 15 orang 8 orang
Blok B/4 3x4 16 orang 8 orang
Blok B/5 3x4 13 orang 8 orang
Blok B/6 3x4 13 orang 8 orang
Blok B/7 3x5 18 orang 10 orang
Blok B/8 3x5 20 orang 10 orang
Blok B/9 3x6 19 orang 14 orang
Blok B/10 3x6 28 orang 14 orang
Blok C/1 3x2 10 orang 4 orang
Blok C/2 3x2 11 orang 4 orang
Blok C/3 3x4 15 orang 8 orang
Blok C/4 3x4 15 orang 8 orang
Blok C/5 3x4 15 orang 8 orang
Blok C/6 3x4 17 orang 8 orang
Blok C/7 3x5 20 orang 10 orang
Blok C/8 3x5 20 orang 10 orang
Blok C/9 3x6 28 orang 14 orang
Blok C/10 3x6 26 orang 14 orang
Blok D/1 3x2 11 orang 4 orang
Blok D/2 3x2 14 orang 4 orang
Blok D/3 3x4 19 orang 8 orang
Blok D/4 3x4 20 orang 8 orang
Blok D/5 3x4 22 orang 8 orang
Blok D/6 3x4 18 orang 8 orang
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Blok D/7 3x5 16 orang 10 orang
Blok D/8 3x5 19 orang 10 orang
Blok D/9 3x6 27 orang 14 orang
Blok D/10 3x6 26 orang 14 orang
Blok E/1 3x2 11 orang 4 orang
Blok E/2 3x2 14 orang 4 orang
Blok E/3 3x4 20 orang 8 orang
Blok E/4 3x4 18 orang 8 orang
Blok E/5 3x4 20 orang 8 orang
Blok E/6 3x4 20 orang 8 orang
Blok E/7 3x5 18 orang 10 orang
Blok E/8 3x5 18 orang 10 orang
Blok E/9 3x6 29 orang 14 orang
Blok E/10 3x6 27 orang 14 orang
Blok F/1 3x2 11 orang 4 orang
Blok F/2 3x2 14 orang 4 orang
Blok F/3 3x4 22 orang 8 orang
Blok F/4 3x4 20 orang 8 orang
Blok F/5 3x4 21 orang 8 orang
Blok F/6 3x4 24 orang 8 orang
Blok F/7 3x5 19 orang 10 orang
Blok F/8 3x5 20 orang 10 orang
Blok F/9 3x6 26 orang 14 orang
Blok F/10 3x6 30 orang 14 orang
Blok G/1 3x2 11 orang 4 orang
Blok G/2 3x2 12 orang 4 orang
Blok G/3 3x4 20 orang 8 orang
Blok G/4 3x4 18 orang 8 orang
Blok G/5 3x4 19 orang 8 orang
Blok G/6 3x4 21 orang 8 orang
Blok G/7 3x5 23 orang 10 orang
Blok G/8 3x5 22 orang 10 orang
Blok G/9 3x6 28 orang 14 orang
Blok G/10 3x6 28 orang 14 orang
Sumber :Data dari Bagian KPLP Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas I
Makassar 20 Desember 2016
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Sedangkan pembagian kamar atau ruangan di LAPAS Kelas I
Cipinang berbeda dengan LAPAS Kelas I Makassar. Di LAPAS Kelas I
Cipinang pembagian kamar untuk para WBP berdasarkan jenis tindak pidana
yang telah dilakukan. Dalam LAPAS Kelas I Cipinang mempunyai 3 (tiga)
gedung yaitu, gedung untuk perkantoran Kepala LAPAS, gedung untuk
perkantoran administrasi LAPAS, dan gedung untuk penempatan penghuni
LAPAS.88
Dalam gedung untuk penempatan penghuni LAPAS terdapat 3 (tiga)
lantai, lantai dasar dikhususkan untuk aula. Aula tersebut awalnya berfungsi
sebagai tempat untuk menampung para WBP untuk kegiatan tertentu,
misalnya untuk makan bersama atau kegiatan pertemuan untuk pembinaan.
Namun sekarang, aula tersebut difungsikan sebagai ruang untuk WBP anak.
Kemudian lantai dua berisi 28 kamar dengan tipe 3, tipe 5, dan tipe 7
begitupun dengan lantai tiga. Tipe 3 adalah tipe kamar yang seharusnya
hanya dihuni oleh 3 (tiga) orang, tipe 5 adalah tipe kamar yang dihuni minimal
5 (lima) orang WBP. Dalam tipe 5 ini berisi WBP yang melakukan tindak
pidana kriminal, dan tipe 7 adalah tipe kamar yang dihuni minimal 7 (tujuh)
orang WBP yang dikhususkan untuk ruangan MAPENALING89(Masa
Pengenalan Lingkungan). Pembagian kamar tersebut tidak sesuai dengan
jumlah minimal penghuni kamar, hal ini disebabkan  karena over kapasitas
88 Wawancara dengan staf bidang KPLP Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Alfian, 11 Januari
2017
89 Mapenaling adalah kekuasaan pengenalan lingkungan dalam suatu Lembaga Permasyarakatan atau
Rumah Tahanan Negara yang dikhususkan untuk narapidana atau tahanan baru.
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akibatnya berpenghuni lebih dari kapasitas kamar. Selain kamar untuk WBP
di gedung ini juga terdapat ruang sel sebanyak 8 buah yang berukuran 1,5 x
2 meter dengan kapasitas 1 (satu) orang namun kenyataannya berisi hingga
4 orang. Ruang isolasi difungsikan untuk para WBP yang mempunyai
penyakit yang menular, misalnya Tuberculosis (TBC).90
Banyak penyimpangan yang terjadi dalam hal penerimaan tahanan
baru atau narapidana baru yang terjadi pada saat proses penempatan
tahanan atau narapidana. Proses penempatan tahanan dan narapidana baru
dijadikan ajang bisnis oleh para pemuka blok atau bahkan juga oknum sipir
tertentu. Selain itu, tindakan diskriminasi juga terjadi untuk golongan tertentu,
seperti golongan dengan ekonomi mampu tidak mungkin digabungkan
dengan orang yang mempunyai ekonomi yang rendah karena bisa terjadi
kesenjangan antara mereka. Kemudian, jika narapidana tersebut mempunyai
keuangan yang lebih maka mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik,
sebaliknya untuk golongan yang tidak mampu, mereka akan ditempatkan
dalam blok mapenaling, sehingga kadang kala mereka banyak terjangkit
berbagai macam penyakit menular.91
Negara tidak menyediakan perlengkapan tidur bagi para penghuni
LAPAS. Negara hanya menyediakan tempat saja, selebihnya disediakan
sendiri oleh pihak keluarga dari penghuni LAPAS, sehingga tidak ada
90.Wawancara dengan staf bidang KPLP Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Alfian, 11 Januari
2017
91 Wawancara dengan TP, narapidana di Lapas Cipinang Kelas I, 47 Tahun, Kasus Pencurian, 11 Januari
2017
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kesetaraan standar minimum untuk klasifikasi perlengkapan tidur yang layak
dan baik.92
Menurut salah satu narapidana di LAPAS Kelas I Makassar
mengatakan bahwa mereka tidur dalam ruangan yang berukuran 3x4m
dengan jumlah penghuni 11 orang, ia tidur tidak memakai kasur karena
keluarganya tidak membawakannya, sehingga ia hanya memakai tikar saja,
ia juga mengatakan jika tidak ada kerangka tempat tidur diruangan sehingga
baik yang tidur dengan kasur maupun tikar tetap di lantai. Selain itu tidak ada
obat nyamuk yang disediakan dalam LAPAS.93
Seperti yang tercantum dalam Standard Minimum Rules for Treatment
of Prisioners (SMR) bahwa akomodasi tidur baik berupa sel maupun ruangan
untuk penghuni LAPAS disarankan untuk menempati ruangan secara
individual, namun jika terjadi over kapasitas dalam LAPAS tersebut maka
dapat dilakukan pembagian kamar dengan penghuni LAPAS lainnya namun
hanya bersifat sementara.94 Kemudian, dalam SMR ini juga mengatur
mengenai akomodasi tidur atau perlengkapan tidur disediakan oleh LAPAS
dengan kualifikasi standar perlengkapan tidur yang layak dipakai dan
memenuhi standar kesehatan.95
92 Wawancara dengan staf bidang KPLP Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Alfian, 11 Januari
2017
93 Wawancara dengan narapidana LAPAS Kelas I Makassar, Alex, 55 tahun, kasus Judi, 23 Desember
2016
94 Pasal 9 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
95 Pasal 10 dan pasal 19 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
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b) Hak untuk mendapatkan air bersih
Prespektif HAM dalam Universal Declaration of Human Rights secara
tegas mencantumkan beberapa hak yang menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari diri seseorang secara utuh, dimana salah satunya adalah
hak-hak untuk hidup dalam arti sebagai manusia (human being) tidak
sekedar hidup dengan mempertahankan hidupnya saja melainkan hidup yang
sehat.96
Pada dasarnya tidak ada air yang seratus persen murni dari bakteri,
namun sudah layak digunakan berdasarkan hasil tes labotorium dinas
kesehatan. Berkaitan dengan hak untuk memperoleh air bersih, ternyata
dalam instrumen HAM Internasional tidak tercantum secara ekspilit. Meski
demikian disadari bahwa hak tersebut melekat secara integral dengan HAM,
terutama pada hak untuk hidup, karena semua makhluk hidup memerlukan
air untuk melangsungkan kehidupannya.97 Demikian pula halnya dengan
narapidana yang memerlukan hak atas air tersebut. Berkaitan dengan
kebutuhan atas air bersih, dalam SMR telah dinyatakan dengan jelas bahwa
orang-orang yang dipenjarakan diharuskan menjaga diri mereka tetap bersih
dan untuk itu kepada mereka disediakan air dan benda-benda toilet yang
diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.
96 Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pedoman Hak Asasi Manusia atas
memperoleh Air Bersih, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2007
halaman 27
97 Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pedoman Hak Asasi Manusia atas
memperoleh Air Bersih. Op.Cit halaman 31
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Beberapa LAPAS di Indonesia mempunyai masing-masing kamar
mandi dalam ruangan tidur mereka. Walaupun kamar mandi tersebut berada
dalam ruangan kamar tidur para penghuni LAPAS, namun kamar mandi
tersebut keadaannya tidak memadai lagi. Kamar mandi yang harusnya
diperuntukkan untuk 5 (lima) orang saja tapi karena penghuni kamar melebihi
kapasitas, mengakibatkan kamar mandi tersebut digunakan untuk 10 hingga
25 orang. Misalnya di LAPAS Paledang Bogor, dalam LAPAS tersebut kamar
mandinya kekurangan air dan tidak bersih. Di LAPAS Kelas I Cipinang,
terdapat salah satu kamar mandi bersama yang dilengkapi sprinkle, namun
sekarang dimanfaatkan sebagai kamar tidur, volume air dalam kamar mandi
pun tidak cukup untuk dipakai semua penghuni sehingga alternatifnya
dibuatkan beberapa sumur bor di lingkungan LAPAS menggunakan biaya
dari para penghuni LAPAS.98
Hak atas memperoleh air bersih mencerminkan hak atas alat-alat
produksi atau usaha untuk memperoleh pencapaian kualitas kehidupan yang
optimal. Akses terhadap air bersih tidak hanya untuk mendapatkan jaminan
kelangsungan kehidupan, seharusnya juga mencerminkan aspek kualitas dan
kuantitas serta dapat diterima secara budaya. Hak atas memperoleh air
bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk memenuhi standar
kebutuhan manusia secara sehat.
98 Wawancara dengan narapidana LAPAS Kelas I Cipinang, BG, 53 tahun, kasus pengeroyokan, 11
Januari 2017
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Pemenuhan atas hak tersebut telah dicantumkan dengan jelas dalam
SMR yang menyatakan intalasi sanitasi memadai agar setiap tahanan dapat
memenuhi kebutuhan buang hajat mereka ketika perlu dengan cara yang
bersih dan layak99, selain itu intalasi mandi dan pancuran yang memadai
disediakan supaya setiap tahanan dapat mandi dengan memakai fasilitas
yang telah disediakan dalam LAPAS sesuai dengan standar yang layak.100
c) Hak untuk mendapatkan makanan yang layak
Penyediaan hak ini harus memperhatikan kandungan makanan,
kebersihan, dan kesehatannya. Dinyatakan dalam standar bekerja penjara
bahwa setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang
memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk kesehatan oleh pihak
administrasi, berkualitas dan disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-
jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapanpun
narapidana dan tahanan membutuhkan.101
Seperti diketahui bahwa dalam hal kecukupan bahan makanan, warga
binaan permasyarakatan sangat tergantung pada LAPAS dan RUTAN selaku
institusi yang berwenang mendistribusikan bahan makanan tersebut. Dengan
99 Pasal 12 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
100 Pasal 13 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
101 Perayuran Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelayanan Makanan bagi Narapidana dan
Tahanan Pasal 38
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kata lain narapidana dan tahanan hanya mendapatkan makanan yang
disediakan oleh LAPAS dan RUTAN.102
Oleh sebab itu, selaku institusi, LAPAS dan RUTAN harus selalu
memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi tahanan
dan narapidana dapat terselenggara dengan baik dan cukup terjaga
kualitasnya maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Makanan yang tidak sesuai jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping
dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan
juga dapat menyebabkan penyebab kekurangan gizi.
Warga Binaan Permasyarakatan yang menderita kekurangan gizi akan
lebih mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bereaksi lamban dan
apatis, prestasinya akan menurun, sehingga produktivitas kerjanya akan
berkurang.103
Ketika penulis mewawancarai petugas pemasyarakatan di LAPAS
Kelas I Makassar mengenai pemenuhan gizi dan makanan menyatakan
bahwa untuk penyediaan bahan makanan dilakukan kerjasama dengan
memesan makanan ke penyuplai atau pemasok. Selanjutnya pemasok
mengirimkan bahan makanan sesuai dengan pemesanan. Kemudian, bahan
makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa sesuai
dengan pesanan dan spesifikasi. Tahap terakhir setelah bahan makanan
102 Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat
Bina Gizi Masyarakat, Buku Kecukupan Makanan Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Permasyarakatan, Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dirjen Pembinaan
Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1995, halaman 2.
103 Ibid. halaman 3
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yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang
persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan.
Namun tak jarang penyuplai atau pemasok makanan memberikan kualitas
makanan yang buruk, misalnya tempe yang sudah tak layak dimakan lagi
yang penampilannya seperti oncom dan pihak LAPAS terpaksa tidak
mengembalikan bahan makanan tersebut karena sudah ada perjanjian atau
kontrak yang disepakati antara pihak Kementerian dengan pemasok
makanan.104
Tabel 4.6
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan
Berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 2014)
No Macam
Konsumen
Widyakarya Pangan dan Gizi 2014
Golongan Usia Energi ( Kalori ) Protein
1 Pria 13-15 tahun 2475 72
16-19 tahun 2675 66
20-45 tahun 2625 65
46-59 tahun 2325 65
2 Wanita 13-15 tahun 2125 69
16-19 tahun 2125 59
20-45 tahun 2250 57
46-59 tahun 1900 57
Sumber : Pedoman Penyelenggaraan makanan di Lembaga Permasyarakatan
dan Rumah Tahanan Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2014
104 Wawancara dengan staf bidang pembinaan LAPAS Kelas I Makassar, Surya Tamang, 27 Desember
2016
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Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana dan
tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak LAPAS. Hal ini ditujukan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan
keamanan.105
Pemenuhan makanan yang sesuai dengan kriteria yang seharusnya
belum dapat dipenuhi disetiap LAPAS yang ada di Indonesia, walaupun
sudah adanya menu makanan yang dibuat per 10 (sepuluh) hari, namun tidak
menjamin jika makanan pada menu tersebut dapat dipenuhi. Pada LAPAS
Kelas I Makassar pemenuhan makanan disesuaikan dengan anggaran yang
diatur oleh pihak LAPAS. Tidak adanya anggaran khusus pemenuhan
makanan yang diberikan negara membuat pihak LAPAS hanya menyediakan
makanan sesuai dengan anggaran mereka. Disebabkan karena anggaran
tersebut terbatas sehingga pemberian makanan terhadap penghuni LAPAS
tidak memenuhi kriteria.106
Dalam sehari para tahanan maupun narapidana mendapatkan jatah
makanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang seadanya, misalnya
dalam seminggu sekali mereka mendapatkan daging tapi belum tentu dalam
minggu tersebut mereka makan daging, bisa saja diganti dengan ayam
ataupun ikan asin. Jikapun mereka mendapatkan daging, mereka diberi tidak
sesuai dengan jumlah protein yang seharusnya, mereka hanya diberi
sepotong kecil, yang lebih memprihatikan lagi, para tahanan dan narapidana
105 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
106 Wawancara dengan petugas pemasyarakatan LAPAS Kelas I Makassar Bidang KPLP, Rama Akip, 27
Desember 2016
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anak yang mendapat giliran pembagian makanan yang terakhir hanya
mendapatkan sisa lauk yang telah dibagikan terlebih dahulu kepada para
tahanan dan narapidana dewasa, sehingga terkadang mereka hanya
mendapatkan menu makanan nasi dengan lauk sayur saja.107
Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan
permasyarakatan di LAPAS untuk mempertahankan dan meningkatkan
derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitas sehari-
hari.108
Pemenuhan gizi yang baik kepada warga binaan ini juga sesuai
dengan pasal 20 Standard Minimum Rules yang menyatakan bahwa setiap
orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam
biasa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan, untuk kekuatan,
bermutu, menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik.
d) Hak untuk kegiatan jasmani
Di LAPAS Khusus Wanita Kelas II A Sungguminasa, mempunyai
sarana olahraga yaitu lapangan bola voli. Selain itu juga  disediakan sarana
untuk bermain badminton dan tenis meja yang ditempatkan di aula. Pada
daftar kegiatan LAPAS dicantumkan bahwa setiap hari jumat, para penghuni
LAPAS memperoleh bimbingan olahraga yang digunakan dari luar LAPAS.
Namun, hal itu tidak dirasakan oleh para penghuni LAPAS Khusus Wanita
107 Wawancara dengan petugas pemasyarakatan LAPAS Kelas I Makassar Bidang Pembinaan, Surya
Tamang, 27 Desember 2016
108 Departemen Kesehatan RI Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Pedoman Penyelenggaraan Makanan
di Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Jakarta, Departemen Kesehatan RI
Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009, halaman 21
62
Kelas II A Sungguminasa. Terkadang, mereka hanya mendapatkan
kesempatan berolahraga dengan menggunakan instruktur sebanyak sekali
dalam sebulan, itupun jika tidak bertepatan dengan musim hujan. Ketentuan
yang tercantum pada daftar kegiatan penghuni LAPAS seharusnya para
WBP berhak mendapatkan fasilitas olahraga, baik berupa ketersediaan
tempat olahraga maupun fasilitas pelatih atau instruktur setiap sekali dalam
seminggu.109
Hak untuk berlatih atau berolahraga terutama di ruang terbuka, selain
berguna untuk kesehatan fisik para penghuni LAPAS, juga dapat berguna
untuk kesehatan psikologis narapidana karena akan mampu meredakan
ketegangan dalam diri tahanan dan narapidana sementara. Kegiatan ini juga
sangat penting untuk para tahanan maupun narapidana yang masih berusia
remaja. Seharusnya disetiap LAPAS maupun RUTAN yang ada di Indonesia
menyiapkan sarana olahraga untuk kebutuhan jasmani dari para penghuni
LAPAS. Mengenai kewajiban LAPAS untuk menyediakan sarana dan
prasarana olahraga atau gerak badan untuk para penghuni LAPAS diatur
dalam SMR yang mengatakan bahwa setiap tahanan yang tidak dilibatkan
untuk melakukan pekerjaan diruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-
kurangnya 1 (satu) jam untuk melakukan gerak badan yang cocok diudara
terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan.110 Selain itu, Tahanan usia
muda dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak menerima
109 Wawancara dengan staf bidang pembinaan (Fatia K.M) dan narapidana LAPAS Khusus Wanita
Kelas II A Sungguminasa (Aulia, 25 tahun, kasus pencurian), 29 Desember 2016
110 Pasal 21 ayat 1 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
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pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut untuk tujuan
izin, instalasi dan perlengkapan yang diperlukan tersedia.111
3. Health Rights of Prisoners
Narapidana memiliki hak-hak kesehatan. Oleh karena itu, narapidana
berhak atas layanan kesehatan yang segera dalam tahanan maupun dalam
LAPAS.  Semua layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh narapidana harus
disediakan secara gratis atau cuma-cuma.112
Tidak semua LAPAS dan RUTAN di Indonesia mempunyai pelayanan
medis yang tersedia dengan baik. Pelayanan medis di LAPAS Indonesia
masih sangat minim, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu
tercermin dari salah satu LAPAS di Indonesia yaitu LAPAS Kelas I Makassar.
Dalam LAPAS ini hanya tersedia 1 (satu) klinik kesehatan dengan difasilitasi
seorang dokter. Dokter yang terdapat dalam LAPAS tersebut hanya 1 (satu)
saja. Dokter ini melayani 1.029 orang WBP dalam LAPAS Kelas I Makassar.
Adapun dokter di LAPAS ini tidak berjaga penuh, ia hanya bekerja hingga
pukul 15.00 WITA dari hari senin hingga jumat. Di LAPAS ini tidak terdapat
pelayanan dokter maupun fasilitas untuk kesehatan gigi. Kesehatan gigi
hanya difasilitasi dengan obat-obat anti nyeri yang ada di klinik dalam
111 Pasal 21 ayat 2 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
112 Sri Hartini, Op.Cit halaman 11
64
LAPAS. Apabila ada penghuni LAPAS yang sakit dan tidak dapat ditangani
lagi oleh pihak klinik LAPAS, maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit.113
Berbeda dengan  LAPAS Kelas I Makassar, di LAPAS Kelas I
Cipinang pelayanan kesehatannya lebih baik. Di LAPAS Kelas I Cipinang
mempunyai 3 (tiga) dokter umum dan 2 (dua) dokter gigi, namun tidak
sebanding dengan jumlah penghuni LAPAS yang dilayani yaitu sebanyak
3.015 orang. Jika terdapat WBP yang sakit dan sudah tidak dapat ditangani
di klinik LAPAS, maka mereka akan dirujuk ke Rumah Sakit Pengayoman
yang bernaung juga dibawah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Namun, tak banyak WBP yang mengeluh akibat sarana dan prasana
kesehatan yang minim, misalnya saja terkait dengan kendaraan ambulans
yang hanya ada 2 (dua) buah, serta tidak adanya tandu untuk mengangkat
mereka.114
Permasalahan dalam pelayanan kesehatan yaitu permasalahan
mengenai anggaran yang dialokasikan, kurangnya tenaga kesehatan, serta
terkait penjagaan apabila dibutuhkan untuk membawa WBP ke rumah sakit,
karena ketika membawa ke rumah sakit maka membutuhkan pengawalan
yang harus dijaga oleh tenaga kesehatan. Untuk WBP yang sakit dan harus
dirawat, pihak LAPAS menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS), namun permasalahan yang dihadapi tidak tersedianya kamar
113 Wawancara dengan staf perlengkapan dan kesehatan LAPAS Kelas I Makassar, Ibu Martha. T, 27
Desember 2016
114 Wawancara dengan starf perlengkapan dan kesehatan LAPAS Kelas I Cipinang, Alfians, 11 Januari
2017
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rawat bagi WBP. Selain perawatan medis, pihak LAPAS juga menggunakan
jasa pengobatan alternatif. Usaha untuk sembuh juga kembali pada
keyakinan dari mereka yang sakit untuk sembuh. Apabila WBP tersebut tidak
mempunyai JAMKESMAS atau asuransi kesehatan lainnya, maka biaya
rumah sakit dan perawatannya akan ditanggung oleh pihak keluarga dari
WBP tersebut. Tidak sedikit WBP yang dirawat di rumah sakit dipulangkan
kembali karena pihak dari keluarga WBP tidak mampu membayar biayai
perawatan. Hal ini disebabkan karena pihak dari LAPAS tidak menanggung
biaya perawatan dari WBP yang sakit, karena anggaran yang dialokasikan
negara untuk kesehatan WBP hanya Rp.40 (empat puluh rupiah) tiap
orangnya dan karena faktor anggaran jugalah yang menyebabkan fasilitas
klinik kesehatan dalam LAPAS tidak memadai, obat-obatan tidak lengkap,
hanya beberapa macam obat yang digunakan untuk jenis penyakit yang
berbeda.115
Di LAPAS Kelas I Cipinang, jumlah penghuni yang meninggal tiap
tahunnya akibat penyakit yang dideritanya berjumlah antara 30 hingga 50
orang. Tingginya angka kematian dalam LAPAS dapat disimpulkan jika
pelayanan kesehatan belum dipenuhi secara maksimal.
115 Wawancara dengan staf  perlengkapan dan kesehatan LAPAS Kelas I Makassar, Ibu Martha. T, 27
Desember 2016
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Table 4.7
Penghuni LAPAS yang meninggal 2016 di LAPAS Cipinang Kelas I
Bulan Januari
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Roby Eddy Bin E.M.
Mochtar
43 4 Tahun 21 Desember 2015 B20 STOP
ARV
2 Ikbal Bin Ilham 32 11 Tahun 25 Desember 2015 Arititis pada
EISH dan B20
3 Awab Bin Salim 53 5 Tahun 8 Januari 2016 Hemiparese
Dextra SNH
4 Rudi Hermawan Bin
Atmaja
25 4Tahun 11 Januari 2016 DOA
5 Andik Bin Abdul
Mukit
34 8 Tahun 8
Bulan
25 Januari 2016 Hepatitis dan
TBC
Bulan Februari
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Thomas Bin Ahmad
Khawi
36 5 tahun
6bulan
2 Februari 2016 TBC dan B20
2 Indra Pratama Bin
Urip Mansyur
21 8 Tahun 2 Februari 2016 Intoksifikasi
Formalin
3 Taufan Niki Nanere
Bin Ishak Nanere
35 5 Tahun 16 Februari 2016 Serangan
Jantung
4 Firmansyah Bin
Syamsul MS
21 4 Tahun 6
Bulan
19 Februari 2016 B20, Anemia
kronik
Bulan Maret
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Kurdiyono Bin Joyo
Warno
55 11 Tahun 5 Maret 2016 Dyspenia dan
TBC
2 Junaidi Bin M. Ridoi 30 5 Tahun 29 Maret 2016 Prolog Febris
dan B20
Bulan April
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Wandi Akhmad Bin
Akhmad
62 5 Tahun 21 April 2016 Syndrome
Dyspepsia
Bulan Mei
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Supriadi Bin Yusuf 36 5 Tahun 4
Bulan
2 Mei 2016 B20 dan TBC
2 Hadi Utomo Bin Sair
Aceng
35 10 Tahun 4 Mei 2016 B20 dan TB
MDR
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3 Rosikin Bin Dayat 37 6 Tahun 5 Mei 2016 B20, Sups
Meningoenc
efalitis
4 Hendra Gunawan Bin
Moi Ahi
56 9 Tahun 7 Mei 2016 Stroke
5 Wilhan Thendian 47 6 Tahun 19 Mei 2016 Obs Febris
Leukositosis
6 Santana Bin Atet 55 5 Tahun 5
bulan
23 Mei 2016 DOA
7 Jamaludin Bin Surya
Darma
44 5 Tahun 31 Mei 2016 Sups
Meningoenc
efalis
Bulan Juni
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Busin Patrik Bin
Chang Heir
38 5 Tahun 9 Juni 2016 Hipertensi
2 Basyarudin Bin
Purwito
34 8 Tahun 13 Juni 2016 Dehidrasi
3 Amir Rahmad Liputo 33 5 Tahun 17 Juni 2016 TB Paru dan
B20
4 Abdul Qowi Nasyad 30 6 Tahun 4
Bulan
19 Juni 2016 Defisiensi
Kalium
Bulan Juli
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Rizal Bin Sudrajat 30 6 Tahun 7 Juli 2016 Sirosis
Hepatitis
2 Amrizal Alias Aam B
in Zulkarnaen
31 4 Tahun 6
Bulan
10 Juli 2016 B20 dan TB
Paru
Bulan Agustus
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Agung Yulianto Bin
Kamto Martono
48 14 Tahun 28 Agustus 2016 Anemia
Hematuria
2 Marsan Bin H.Zamuri 41 5 Tahun 28 Agustus 2016 B20 dan
Kurang Gizi
Bulan September
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Ade Muhidin Bin
Ujang Efendi
34 12 Tahun 14 September 2016 B20 dan
Kekurangan
Gizi
2 Mengking Daeng
Sese Bin Umar Daeng
34 5 Tahun 19 September 2016 Asma
Berkelanjutn
3 Ku Loon Tee Bin Ku
Chat Ming
44 Seumur
Hidup
29 September 2016 Serangan
Jantung
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Bulan Oktober
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Sahrudin Bin Sahari 41 5 Tahun 6
Bulan
1 Oktober 2016 Gangguan
Bipolar
2 Chairul Rizal Bin H
Hadori Harun
38 4 Tahun 5
Bulan
8 Oktober 2016 Cedera
Kepala
3 Sutrisno Bin Sadikun 57 5 Tahun 15 Oktober 2016 TB Paru
Bulan November
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Edowarda Sinuraya
Bin Kurnia Sinuraya
35 5 Tahun 2 November 2016 CHF FC II dan
TB Paru
2 Topan 33 8 Tahun 7 November 2016 B20 dan TB
Kelenjar
3 Rustani Bin Tanip 45 5 Tahun 7 November 2016 Emboli Paru
4 Djoni Rondonuwu
OMP
53 5 Tahun 12 November 2016 Hepatitis
5 Jonni Bin Tan Eng Ho 33 20 Tahun 17 November 2016 Emboli Paru
Bulan Desember
No Nama Penghuni Umur Lama Pidana Tanggal Meninggal Penyebab
1 Muhammad Ali Bin
Pua Dewa
42 5 Tahun 18 Desember 2016 DOA
2 Dedi Susanto Bin
Muctar
35 3 Tahun 21 Desember 2016 B20
Sumber : Data Bidang Kesehatan LAPAS Kelas I Cipinang, Penghuni LAPAS
yang meninggal tahun 2016
Kesehatan fisik dan mental para tahanan sangat penting, karena
pemenjaraan mengurangi kesempatan mereka untuk memelihara
kesehatannya sendiri dan dengan sendiri dapat memiliki efek negatif
terhadap kesehatan fisik dan mental para WBP. Pejabat yang berwenang
atas penahanan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa para
penghuni LAPAS memiliki akses terhadap kesehatan yang memuaskan,
kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak.
Perawatan yang disediakan dalam LAPAS seharusnya setara dengan yang
tersedia diluar penahanan. Program-program khusus seharusnya tersedia
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untuk para penderita, juga penyerahan didepan saat pelepasan. Menyadari
bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi pokok setiap umat
manusia (basic fundamental right of every human being) dan karena itu
terciptanya sistem kesehatan yang tangguh dan andal telah merupakan
keharusan, maka berbagai kelemahan yang selama ini ditemukan harus
segera diatasi.116
Dalam peraturan Standar Minimum bagi perlakuan terhadap
narapidana yang disepakati oleh Kongres Pertama PBB di Janewa tahun
1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusinya
tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa
pelayanan narapidana adalah pengakuan terhadap orang-orang yang
dihukum dipenjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh
mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan didalam diri mereka
kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi
kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan terhadap penghuni LAPAS
pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak
dan kewajiban penghuni LAPAS berupa perawatan, pembinaan, pendidikan
dan bimbingan.117
Kebutuhan akan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang
sangat mendasar dan penting. Penghuni LAPAS sebagai orang yang dibatasi
kemerdekaan tidak dapat secara bebas mengakses kebutuhan kesehatannya
116 Azrul Azwar, Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan, Jakarta : Dirjen bina Kesehatan Masyarakat,
Departemen Kesehatan, 2004, halaman 31
117 Warta pemasyarakatan Nomor : 44 tahun XII-Januari 2011
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diluar LAPAS. Oleh sebab itu, LAPAS mempunyai kewajiban untuk
memenuhi fasilitas kesehatan yang dapat menunjang apabila penghuni
LAPAS terkena penyakit selama masa pidananya. Seperti yang diatur dalam
SMR, disetiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya
satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan
psikiatri.118 Selain itu, SMR juga mengatur mengenai tahanan sakit yang
memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau
rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia rumah sakit maka,
perlengkapan, perabotan dan pasokan farmasi. Rumah sakit ini harus layak
untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan yang
sakit dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang terlatih
semestinya.119
Terkait dengan hak kesehatan, penghuni LAPAS wanita mempunyai
kebutuhan tersendiri. Tidak semua LAPAS di Indonesia mempunyai fasilitas
untuk menunjang penanganan terhadap tahanan atau narapidana yang
sedang hamil. Fasilitas untuk penghuni LAPAS yang sedang hamil hanya
terdapat pada LAPAS Khusus Wanita. Dalam LAPAS Khusus Wanita
biasanya terdapat seorang dokter dan seorang bidan yang bertugas untuk
membantu proses persalinan nantinya. Apabila ada penghuni LAPAS wanita
yang ingin melahirkan maka biasanya mereka dirujuk ke puskesmas terdekat.
118 Pasal 22 ayat 1 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
119 Pasal 22 ayat 2 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
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Berkenaan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi penghuni
LAPAS  wanita, di LAPAS Khusus Wanita Kelas II A Sungguminasa,
berdasarkan hasil penelitian terdapat seorang WBP yang melahirkan
bayinya. Namun, bayi tersebut tidak ditempatkan diruangan khusus
melainkan berada dalam sel bersama dengan ibunya serta bergabung
dengan WBP lainnya. Ketiadaan ruangan khusus bayi menyebabkan sang
bayi harus tinggal bersama dengan penghuni lainnya. Hal tersebut dapat
berpengaruh pada kesehatan bayi yang sangat rentan terhadap penyakit
serta psikologisnya. Disisi lain, WBP yang baru melahirkan lebih nyaman
tinggal sekamar dengan penghuni lainnya karena mempermudah dirinya jika
membutuhkan pertolongan. Di LAPAS Khusus Wanita Kelas II A
Sungguminasa memang belum tersedia ruangan khusus untuk narapidana
atau tahanan wanita yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui.
Bayi yang baru lahir dapat diambil atau dirawat oleh keluarga yang
bersangkutan namun biasanya bayi dirawat oleh ibunya di dalam sel.120
Terkait dengan kebutuhan pakaian bayi yang lahir, biasanya ibu bayi tersebut
membawa sendiri dari keluarganya dan terkadang teman-teman dari ibu bayi
tersebut memberikan kepadanya, tapi kebutuhan bayi yang ada dalam
LAPAS tidak dipenuhi oleh LAPAS.
Salah satu dari masalah yang dihadapi sistem pemasyarakatan saat
menangani wanita adalah untuk usaha menjamin perilaku yang wajar
120 PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan
Permasyarakatan pasal 20 ayat 3
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terhadap wanita hamil. Keadaan LAPAS yang kurang memadai, tidak
adannya perawatan dan fasilitas yang memadai, dan tingkat stres yang tinggi
akibat pemenjaraan bisa membahayakan kesehatan wanita hamil dan bayi
yang dikandungnya. Wanita hamil boleh di tahan di Lembaga
Permasyarakatan hanya dalam keadaan yang paling mendesak, seperti
apabila terdapat ancaman nyata kejahatan dengan kekerasan. Selain itu,
untuk pemenuhan kebutuhan bayi juga terkendala seperti susu yang
diberikan sesuai dengan anggaran yang ada. Biasanya mereka diberikan
susu bayi sebanyak sebulan sekali, tapi itu kembali lagi pada anggaran
kebutuhan LAPAS.121
Sebagaimana yang dikatakan pelopor khusus untuk LAPAS di Afrika:
“LAPAS bukan tempat yang aman bagi wanita hamil, bayi, dan
anak-anak kecil da tidak bijaksana memisahkan bayi dan anak-
anak kecil dari ibunya. Namun demikian, mungkin dapat
ditemukan penyelesaian sehingga wanita ini tidak dipenjarakan,
misalnya penggunaan uang jaminan untuk tersangka yang
ditahan, hukuman non-iustodial atau pelepasan sementara,
pembebasan bersyarat atau diberi remisi, hukuman percoaan
atau penanggulangan hukuman pada narapidana perempuan
yang telah dijatuhkan hukuman”122
Bilamana seorang wanita hamil di LAPAS, ketentuan khusus harus
dibuat untuk perawatan dan pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan.
Dalam standar HAM Internasional sudah lama ditentukan dengan kuat bahwa
pengaturan harus dibuat untuk menjamin agar anak-anak tidak dilahirkan di
121 Wawancara dengan staf KPLP LAPAS Kelas II Sungguminasa, Ibu Nurziah, 29 Desember 2016
122 Chirwa V, Report of the Special Rapporteur on Prison and Conditions of Detention in Africa, 17-28
Juni 2001, halaman 36
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dalam LAPAS. Jika seorang anak dilahirkan di dalam LAPAS, maka
kenyataan ini tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.123
Hak untuk kesehatan wanita lebih dikhususkan pemenuhannya karena
lebih banyak keperluan yang harus dipenuhi. Hak kesehatan wanita yang
harus dipenuhi LAPAS diatur dalam SMR yaitu di lembaga penjara
perempuan tersedia akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan
penanganan pra dan pasca melahirkan yang diperlukan.124 Selain itu SMR
juga mengatur mengenai bayi yang dilahirkan oleh penghuni LAPAS wanita
dengan pengaturan bahwa jika seorang anak dilahirkan di dalam penjara,
fakta ini tidak boleh disebutkan dalam surat kelahiran dan bilamana bayi yang
masih menyusui diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam penjara,
disediakan kamar bayi yang diawaki oleh petugas berkualifikasi sebagai
tempat bagi bayi ketika dia sedang tidak ditangani oleh ibunya.125
4. Making Prison Safe Place
Narapidana berhak atas tempat yang aman. RUTAN atau LAPAS
harus menjadi lingkungan harus menjadi lingkungan yang aman bagi
siapapun yang ada dan bekerja di dalamnya, seperti narapidana, sipir, dan
123 United Nations office of the high commissioner for human rights, Standard Mininum Rules for the
Treartment of Prisioners, disepakati oleh kongres PBB pertama mengenai para pencegahan kejahatan
dan perlakuan terhadap para pelanggar, diselenggarakan di Janewa tahun 1955 dan disetujui oleh
Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076
(LXII) tertanggal 13 Mei 1977.
124 Pasal 23 ayat 1 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
125 Pasal 23 ayat 2 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
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para pengunjung. Tidak ada seorangpun di penjara yang boleh dibiarkan
takut atau khawatir atas keamanan fisiknya.126
Penggunaan kekuatan oleh petugas LAPAS atau sipir LAPAS hanya
digunakan dalam keadaan terpaksa seperti keadaan untuk melakukan
pembelaan diri apabila terancam oleh perlakuan penghuni LAPAS yang
melakukan kekerasan. Penggunaan kekuatan untuk menegur perlakuan
WBP yang melanggar aturan LAPAS tidak perlu, karena jika tidak ditemukan
unsur WBP tersebut akan melakukan tindakan yang mengancam
ketentraman LAPAS, misalnya dalam kegiatan sidak yang dilakukan oleh
petugas LAPAS, ditemukan WBP yang membawa handphone ke dalam
LAPAS, petugas LAPAS tersebut langsung melayangkan pukulan ke WBP
tersebut seharusnya tindakan dari petugas LAPAS tersebut tidak perlu
karena mengakibatkan adanya tindakan kekerasan terhadap WBP, selain itu
ada prosedur dalam member hukuman disiplin kepada WBP yang melakukan
pelanggaran terhadap dalam LAPAS yaitu melakukan peneguran kepada
WBP tersebut. Jika dengan teguran tersebut pelaku belum jera, maka diberi
peringatan keras berupa peringatan tertulis, dan hukuman disiplin terakhir
adalah memindahkan WBP tersebut ke sel khusus.127
Seharusnya petugas atau sipir LAPAS yang menjadi pihak yang
berkewajiban untuk melindungi para penghuni LAPAS dari tindakan
kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS yang dilakukan oleh sesama
126 Sri Hartini, Loc.Cit halaman 11
127 Wawancara dengan Komisioner Komisi Nasional HAM bagian Pendidikan dan Penyuluhan,
Muhammad Nurkhoiron, 5 Januari 2017
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penghuni, hal ini pun diatur dalam SMR yang mengatakan bahwa Petugas
lembaga tidak boleh, dalam hubungannya dengan tahanan, menggunakan
kekuatan kecuali untuk mempertahankan diri atau dalam kasus upaya
pelarian diri atau dalam kasus perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif
terhadap perintah yang berdasarkan hak atau peraturan. Petugas yang
terpaksa menggunakan kekuatan harus menggunakan kekuatan tidak lebih
dari yang benar-benar diperlukan dan harus melaporkan insiden tersebut
dengan segera kepada kepala lembaga.128
5. Prisoners Contact with the Outside World
Narapidana berhak atas kontak dengan dunia luar. Tidak ada satupun
yang boleh dihalang-halangi secara sewenang-wenang dalam privasi,
keluarga, rumah, dan korespondensi.129
Pemindahan tahanan dan narapidana ke wilayah hukum yang lain
memiliki dampak tersendiri baik bagi WBP tersebut maupun keluarganya.
Pemindahan tersebut membuat terputusnya pertemuan dengan sanak
keluarganya karena sudah tidak berada di wilayah tinggalnya. Hal ini dapat
dikatakan sebagai pelanggaran HAM penghuni LAPAS karena tidak
memenuhi SMR yang menyatakan bahwa “ tahanan diperbolehkan dengan
pengawasan seperlunya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-
128 Pasal 54 ayat 1 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
129 Sri Hartini, Loc.Cit halaman 11
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teman yang reputasinya baik dengan selang waktu regular, baik melalui
korespondensi maupun menerima kunjungan”.130
Dalam peraturan nasional, mutasi atau pemindahan penghuni LAPAS
disebabkan karena 131:
1) Pembinaan
Alasan pembinaan dilaksanakan karena di LAPAS tempat narapidana
dan tahanan menjalani pidananya belum tersedia sarana yang
memadai untuk pelaksanaan pembinaan atau karena terdaat kesulitan
untuk melaksanakan upaya pembauran dengan penghuni lainnya
apabila tetap ditempatkan di LAPAS semula.
2) Keamanan dan ketertiban
Alasan keamanan dan ketertiban yaitu untuk mencegah kepadatan isi
LAPAS atau RUTAN, dilaksanakan karena penghuni LAPAS yang
bersangkutan selalu membuat kegaduhan, keonaran, mengancam
atau diancam temannya, melawan petugas dan perbuatan yang
menganggu tata tertib.
3) Proses Peradilan
Alasan karena proses peradilan, dilaksanakan pemindahan yaitu:
a) Kedudukan LAPAS dan RUTAN tidak memberikan kemudahan
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atau tahanan
baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa
130 Pasal 37 Standard Minimum Rules to Treatment of Prisioners (SMR)
131 Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
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b) Untuk melaksanakan rekonstruksi
c) Penyidangan perkaranya yang lain di pengadilan.
4) Alasan-alasan lainnya yang dianggap perlu, seperti:
a) Dalam hal seorang narapidana atau tahanan perlu dipindahkan
untuk perawatan kesehatannya karena ditempat yang semula tidak
memadai sarana untuk perawatannya
b) Kelebihan kapasitas LAPAS dan RUTAN.
Seperti yang tercantum dalam SMR, Pemenjaraan dan tindakan-
tindakan lain yang mengakibatkan terputusnya pelaku pelanggaran dari dunia
luar adalah hal yang menimbulkan penderitaan karena tindakan tersebut
merampas dari orang yang bersangkutan haknya untuk menentukan nasib
sendiri yaitu dengan mencabut kebebasannya. Oleh karena itu, sistem
pemenjaraan tidak boleh memperburuk lagi penderitaan yang sudah melekat
pada situasi terpenjara itu.132
6. Complaints and Inspection Procedures
Narapidana berhak atas pengaduan dan prosedur inspeksi. Setiap
tahanan atau narapidana juga berhak mengajukan pengaduan berkaitan
dengan perlakuan tidak nyaman, yang dapat dibuktikan. Jika dibutuhkan,
pengaduan tersebut dapat diajukan atas nama kuasa hukumnya. Disamping
itu, setiap tahanan atau narapidana begitu masuk ke LAPAS harus
disediakan informasi tertulis mengenai pengaduan, dan tentang prosedur
132 Pasal 56 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
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disiplin, dalam bahasa yang dia pahami. Jika diperlukan, informasi-informasi
tersebut harus dijelaskan secara lisan.133
a) Hak untuk mengadu
Hak narapidana untuk mengadu terdapat dalam UU No 12 tahun 1995
tentang Permasyarakatan.134 Hak mengadu yang dimaksudkan apabila
terjadi pelanggaran HAM mereka di LAPAS, baik yang dilakukan oleh sipir
maupun sesama penghuni LAPAS. Pengaduan tersebut dapat disampaikan
di unit pengaduan narapidana dalam LAPAS. Adanya unit pengaduan di
LAPAS seharusnya membantu para penghuni untuk memproses lebih lanjut
apabila ada pengaduan, namun keberadaan unit pengaduan tersebut tidak
berjalan baik. Di dalam LAPAS sering terjadi pelanggaran HAM, namun hal
itu dianggap biasa oleh korban, mengapa? karena mereka menganggap jika
perlakuan sipir terhadap mereka merupakan hukuman disiplin karena mereka
telah melakukan pelanggaran, sehingga para penghuni LAPAS yang menjadi
korban penyiksaan hanya menerima saja.135 Padahal dalam UNCAT telah
mengatur mengenai hak orang termasuk hak narapidana melakukan
pengaduan yaitu negara harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan
bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya
mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan
133 Sri Hartini, Loc.Cit halaman 11
134 Pasal 14 ayat 1 huruf e UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
135 Wawancara dengan Komisioner Komisi Nasional HAM bagian Pendidikan dan Penyuluhan,
Muhammad Nurkhoiron, 5 Januari 2017
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segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang, langkah-langkah
harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi
dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari
pengadilannya tau setiap kesaksian yang mereka berikan.136
b) Hak untuk meminta ganti rugi
Masalah korban dalam tindak penyiksaan merupakan hal yang paling
memprihatinkan. Sebagai pihak yang dirugikan, selain tidak mendapat
keadilan karena pelakunya jarang yang ditindak, korban sering kali tidak
mendapatkan pemulihan akibat penderitaan yang dialami dari tindakan
penyiksaan tersebut.137
Salah satu instrumen internasional yang mengutamakan pentingnya
perlindungan bagi korban kejahatan adalah Declaration of Basic Principle of
Justice for victims of Crime Abuse of Power, yang menyatakan perlindungan
korban antara lain dalam wujud:
1) Korban kejahatan dan penyiksaan harus diperlakukan dengan
penuh rasa hormat terhadap martabatnya serta diberi hak untuk
segera menuntut ganti kerugian. Mekanisme hukum dan
administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk
memungkinkan korban kejahatan dan penyiksaan memperoleh
ganti kerugian.
136 Pasal 13 UNCAT
137 Syafridatati dan Refki Saputra, Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan di Tahanan Kepolisian
Sektor Sijunjung, Sumatera Barat, vol.4, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2016, halaman 2
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2) Korban kejahatan dan penyiksaan harus diberi informasi mengenai
peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai
dalam penanganan kasusnya, penderitaan dan keprihatinan korban
penyiksaan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setaip
tingkatan proses. Jika ganti kerugian yang menyeluruh tidak dapat
diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental
yang parah, negara berkewajiban member ganti rugi kepada
korban kejahatan atau keluarganya.
3) Korban kejahatan harus menerima ganti kerugian dari pelaku
kejahatan atau keluarganya.
Namun dalam praktiknya, hal ganti kerugian tidak dapat direalisasikan
dengan baik, karena pihak dari pelaku penyiksaan menganggap penyiksaan
tersebut adalah perlakuan yang wajar. Mekanisme perlindungan hukum
terhadap korban penyiksaan hanya mengikuti peraturan yang selayaknya
tindak pidana pada umumnya, yaitu restitusi. Itupun bisa dikabulkan jika
perbuatan penyiksaan, dalam hal ini tindakan penganiayaan terbukti secara
sah meyakinkan di pengadilan.138 Selain itu, tidak adanya lembaga khusus
yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi tindakan-tindakan pelanggaran
di dalam LAPAS membuat para penghuni LAPAS mengalami kesulitan dalam
hal melakukan pengaduan maupun tuntutan ganti rugi.
138 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia, 2007, halaman
23
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Dalam UNCAT mengatur bahwa negara harus menjamin agar dalam
sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi
dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak,
termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin.139
Masalah ganti rugi juga berlaku bagi korban salah tangkap, misalnya
kasus salah tangkap terjadi pada Rahmatulla yang merupakan narapidana di
LAPAS Kelas II A Jember yang dijatuhkan vonis 8 tahun pidana penjara
akibat tindak pidana perampokan yang dituduhkan kepadanya. Namun
setelah 4 tahun menjalani hukumannya, ia dibebaskan dari tuduhan tersebut
dan di vonis bebas. Hal ini membuktikan hak dari narapidana korban salah
tangkap dilanggar, mengakibatkan ia harus menjalani hukuman yang tidak ia
perbuat dan mengalami sejumlah kerugian baik materi maupun non materi.
Dalam hal ini, korban kasus salah tangkap mempunyai hak untuk
memperoleh ganti rugi baik memperoleh pemulihan harkat dan martabat
serta merehabilitasi terdakwa.140
Hukum nasional yang mengatur mengenai ganti rugi terhadap korban
salah tangkap terdapat dalam PP No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dibahas
mengenai besarnya ganti kerugian yang diperoleh korban.141
139 Pasal 14 ayat 1 UNCAT
140 Wawancara dengan Komisioner Komisi Nasional HAM bagian Pendidikan dan Penyuluhan,
Muhammad Nurkhoiron, 5 Januari 2017
141 Pasal 9 PP No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP
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7. Separation Categories of Prison
Salah satu akibat dari kebutuhan kapasitas RUTAN dan LAPAS
adalah tidak terpenuhinya pemisahan kategori untuk para tahanan maupun
narapida. Di Indonesia LAPAS yang disediakan oleh negara hanya berjumlah
248 buah saja tetapi harus menampung 133.882 orang narapidana, sehingga
pemisahan kategori pada LAPAS maupun RUTAN sulit untuk
direalisasikan.142
Pemisahan kategori antara orang-orang yang belum dijatuhi hukuman
(tahanan) dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman (narapidana)
belum dapat direalisasikan dengan baik. Hal itu terbukti dengan jumlah
tahanan yang ditempatkan di LAPAS masih banyak, begitupun sebaliknya
jumlah narapidana yang ditempatkan di RUTAN juga terhitung banyak.
Jumlah tahanan yang ditempatkan di LAPAS sebanyak 25.375 orang dari
jumlah keseluruhan tahanan 63.771 orang sedangkan jumlah narapidana
yang ditempatkan di RUTAN sebanyak 29.994 orang dari 132.475 orang.143
Penempatan tahanan dan narapidana tersebut tidak pada tempatnya,
padahal dalam aturan yang ditetapkan dalam Standard Minimum Rules for
Treatment of Prisioners (SMR) tidak membenarkan adanya penggabungan
tempat penahanan antara yang belum dijatuhkan hukuman dengan yang
telah dijatuhkan hukuman. Penggabungan tersebut tidak dibenarkan karena
142 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily diakses pada tanggal 30 Desember 2016
143 http://Direktorat Jendreral Permasyarakatan-Sistem Database Permayarakatan-jumlah penghuni-
data harian.go.id diakes pada tanggal 29 Desember 2016
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seorang narapidana harus ditempatkan di LAPAS untuk mendapatkan
pembinaan begitupun sebaliknya RUTAN berfungsi untuk menahan
sementara seorang tahanan atau terdakwa namun bukan sebagai tempat
pembinaan untuk narapidana.
Adanya peraturan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah juga
menjadi pembenaran dari tindakan negara untuk mengabungkan antara
penghuni LAPAS dan RUTAN.144 Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu
terjadi karena faktor dari adanya keterbatasan kapasitas RUTAN dan LAPAS
yang disediakan oleh negara.145
Bukan hanya itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang
seharusnya adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa
pidanya146juga menjadi tempat pembinaan untuk tahanan maupun
narapidana dewasa.
Tabel 4.1
LPKA yang berisi tahanan dan narapidana dewasa
No UPT Kanwil T.Dewasa N.Dewasa
1 LPKA KELAS II GIANYAR Bali 0 3
2 LPKA KELAS II MUARA BULIAN Jambi 7 65
3 LPKA KELAS I BLITAR Jatim 0 33
4 LPKA KELAS I MARTAPURA Kalsel 464 346
5 LPKA KELAS II PEKANBARU Riau 49 224
144 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang Penempatan
Lembaga Permasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan pasal
145 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/1150a080389dc32/apakah-narapidana-boleh-
ditempatkan-di-rutan diakses 31 Desember 2016
146 Pasal 1 butir 2o Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak
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6 LPKA KELAS II PARE-PARE Sul-Sel 157 285
7 LPKA KELAS II TOMOHON Sulut 1 62
8 LPKA KELAS II TANJUNG PATI Sumbar 6 67
9 LPKA KELAS I MEDAN Sumut 227 196
Jumlah 911 1281
sumber : Sumber Database Permasyarakata/jumlah penghuni per Kanwil
Hukum dan HAM per tanggal 29 Desember 2016
Note :
 LPKA = Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 Kanwil = Kantor Wilayah
 T. Dewasa = Tahanan Dewasa
 N. Dewasa = Narapidana Dewasa
Jumlah LPKA yang ada di Indonesia hanya 16 buah. Jumlah tersebut
tidak efisien untuk tahanan anak dan narapidana anak, terlebih lagi apabila
LPKA tersebut menampung tahanan dan narapidana dewasa. Jumlah
tahanan dan narapidana anak dalam LPKA lebih sedikit jumlahnya
dibandingkan yang dewasa dalam LPKA.
Table 4.2
Perbandingan antara jumlah Tahanan dan Narapidana Anak dengan Jumlah
Tahanan dan Narapidana Dewasa di LPKA
No UPT Kanwil T.Anak T.Dewasa N. Anak N. Dewasa
1 LPKA KELAS II GIANYAR Bali 0 0 9 3
2 LPKA KELAS II MUARA
BULIAN
Jambi 2 7 48 65
3 LPKA KELAS I BLITAR Jatim 3 0 99 33
4 LPKA KELAS I MARTAPURA Kalsel 5 464 29 346
5 LPKA KELAS II PEKANBARU Riau 8 49 61 224
6 LPKA KELAS II PARE-PARE Sul-Sel 7 157 7 285
7 LPKA KELAS II TOMOHON Sulut 1 1 28 62
8 LPKA KELAS II TANJUNG PATI Sumbar 1 6 18 67
9 LPKA KELAS I MEDAN Sumut 21 227 63 196
10 LPKA KELAS I PALEMBANG Sumsel 28 0 144 0
11 LPKA KELAS I KUPANG Ntt 0 0 23 0
12 LPKA KELAS II MATARAM Ntb 4 0 39 0
13 LPKA KELAS II BANDAR
LAMPUNG
Lampung 15 0 165 0
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14 LPKA KELAS II BATAM k.riau 2 0 41 0
15 LPKA KELAS I KUTOARJO Jateng 3 0 92 0
16 LPKA ANAK KELAS II
BANDUNG
Jabar 15 0 169 0
Jumlah 115 911 1035 1281
sumber : Sumber Database Permasyarakatan-jumlah penghuni per Kanwil
Hukum dan HAM per tanggal 29 Desember 2016
Note :
 LPKA = Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 Kanwil = Kantor Wilayah
 T. Anak = Tahanan Anak
 T. Dewasa = Tahanan Dewasa
 T. Dewasa = Tahanan Dewasa
 N. Dewasa = Narapidana Dewasa
Pemisahan kategori berdasarkan umurpun tidak terpenuhi. Tempat
penahanan yang ada di Indonesia yaitu LAPAS khusus anak hanya ada 4
yaitu:
1) LAPAS Anak Kelas II Pontianak, Kalimantan Barat;
2) LAPAS Anak Kelas IIA Kotabumi, Lampung;
3) LAPAS Anak Pria Kelas IIA Tanggerang, Banten;
4) LAPAS Anak Wanita Kelas IIB Tanggerang, Banten.
Jumlah LAPAS Anak dan jumlah LPKA tidak mencukupi sehingga
jumlah tahanan anak yang ditempatkan di RUTAN sebanyak 739 orang, 1143
orang narapidana anak ditempatkan di LAPAS Dewasa, sedangkan hanya 96
orang narapidana anak serta 15 orang tahanan anak  yang ditempatkan di
Lapas Anak dari keseluruhan jumlah tahanan anak sebanyak 865 orang dan
jumlah narapidana anak sebanyak 1257 orang.147
147 http://Direktorat Jendreral Permasyarakatan-Sistem Database Permayarakatan-jumlah penghuni-
data harian.go.id diakes pada tanggal 29 Desember 2016
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Table 4.3
Tahanan dan Narapidana Anak yang ditempatkan pada LAPAS Anak dan LPKA
No UPT Kanwil T.Anak N. Anak
1 LAPAS ANAK PRIA KELAS II A TANGGERANG Banten 13 64
2 LAPAS ANAK WANITA KELAS IIA TANGGERANG Banten 1 2
3 LAPAS ANAK KELAS II PONTIANAK Kalbar 1 30
4 LAPAS ANAK KELAS II A KOTABUM Lampung 0 0
5 LPKA KELAS II GIANYAR Bali 0 9
6 LPKA KELAS II MUARA BULIAN Jambi 2 48
7 LPKA KELAS I BLITAR Jatim 3 99
8 LPKA KELAS I MARTAPURA Kalsel 5 29
9 LPKA KELAS II PEKANBARU Riau 8 61
10 LPKA KELAS II PARE-PARE Sul-Sel 7 7
11 LPKA KELAS II TOMOHON Sulut 1 28
12 LPKA KELAS II TANJUNG PATI Sumbar 1 18
13 LPKA KELAS I MEDAN Sumut 21 63
14 LPKA KELAS I PALEMBANG Sumsel 28 144
15 LPKA KELAS I KUPANG Ntt 0 23
16 LPKA KELAS II MATARAM Ntb 4 39
17 LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG Lampung 15 165
18 LPKA KELAS II BATAM k.riau 2 41
19 LPKA KELAS I KUTOARJO jateng 3 92
20 LPKA ANAK KELAS II BANDUNG Jabar 15 169
Jumlah 130 1131
sumber : Sumber Database Permasyarakata/jumlah penghuni per Kanwil
Hukum dan HAM per tanggal 29 Desember 2016
Note :
 LPKA = Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 Kanwil = Kantor Wilayah
 T. Anak = Tahanan Anak
 T. Dewasa = Tahanan Dewasa
Pemisahan kategori berdasarkan jenis kelaminpun belum
terealisasikan dengan baik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih
banyaknya LAPAS yang masih mengabungkan antara tahanan dan
narapidana perempuan dengan tahanan dan narapidana lelaki. Jumlah
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LAPAS yang tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan berjumlah
141 LAPAS dari jumlah 248 LAPAS di Indonesia.148
Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah lapas yang
disediakan tidak memenuhi aturan standar yang telah menentukan
pemisahan antara penghuni laki-laki dan perempuan di bangunan LAPAS
maupun RUTAN. Penyebab dari adanya penggabungan antara tahanan
maupun narapidana laki-laki dan perempuan karena jumlah LAPAS khusus
wanita yang ada di Indonesia hanya berjumlah 10 buah yaitu:
Table 4.4
LAPAS Khusus Wanita di Indonesia
No UPT Kanwil T.Pr N. Pr
1 LAPAS WANITA KELAS II A TANGERANG Banten 47 385
2 LAPAS WANITA KELAS II A BANDUNG Jabar 63 437
3 LAPAS WANITA KELAS II A SEMARANG Jateng 32 365
4 LAPAS WANITA KELAS II A MALANG Jatim 47 419
5 LAPAS WANITA KELAS II A BANDAR LAMPUNG Lampung 34 150
6 LAPAS WANITA KELAS III SIGLI Aceh 6 56
7 LAPAS WANITA KELAS III KUPANG Ntt 26 59
8 LAPAS WANITA KELAS II A SUNGGUMINASA Sul-Sel 26 176
9 LAPAS WANITA KELAS II A PALEMBANG Sum-Sel 86 338
10 LAPAS WANITA KELAS II A MEDAN Sumut 183 387
sumber : Sumber Database Permasyarakata/jumlah penghuni per Kanwil
Hukum dan HAM per tanggal 29 Desember 2016
Note :
 Kanwil = kantor wilayah
 T.Pr = Tahanan Perempuan
 N.Pr = Narapidana Perempuan
Sedangkan jumlah narapidana perempuan sebanyak 7447 orang
sehingga jumlah LAPAS Khusus Wanita tidak dapat menampung jumlah
keseluruhan narapidana perempuan.
148 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily diakses pada tanggal 30 Desember 2016
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Ketentuan mengenai harusnya ada pemisahan kategori baik
berdasarkan kategori umur, jenis kelamin maupun status hukum yang di
jatuhkan kepada penghuni LAPAS terdapat dalam Standard Minimum Rules
for Treatment of Prisioners (SMR) yang mengatakan kategori tahanan yang
satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau dibagian
terpisah dalam suatu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis
kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan, yang
bersangkutan dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang
bersangkutan.149
Selain itu dalam Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang
yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan
dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawaannya.
Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang
esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar
dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan
perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Teori yang
memprioritaskan hak adalah bersifat politis yang bertujuan untuk
mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan
hukum positif. Jika aturan hukum tidak dapat menciptakan jaminan hak, maka
konsekuensinya hukum juga tidak dapat menghapus hak yang telah ada.
149 Pasal 8 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners
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8. Right to Worship
Di Indonesia diakui 5 (lima) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen,
Budhha, dan Hindu. Para penghuni LAPAS mempunyai hak untuk melakukan
ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Oleh sebab itu, di suatu
LAPAS maupun RUTAN harus terdapat fasilitas untuk kegamaan.
Dalam LAPAS Kelas I Makassar, terdapat 2 (dua) bangunan untuk
beribadah, yaitu mesjid dan gereja. Biasanya tokoh agama khususnya untuk
umat Kristiani  yang mendampingi hanya datang 2 (dua) minggu sekali ke
LAPAS. Tokoh agama yang didatangkan berasal dari luar LAPAS, misalnya
tokoh agama Islam biasanya didatangkan dari mesjid setempat, sedangkan
untuk tokoh agama Kristen biasanya didatangkan dari komunitas suatu
gereja. Selain agama islam dan Kristen, agama Tlainnya seperti Buddha dan
Hindu tidak memiliki fasilitas untuk beribadah di dalam LAPAS Kelas I
Makassar.150 Pengaturan mengenai hak penghuni LAPAS untuk melakukan
ibadah terdapat dalam SMR yang menyatakan bahwa sedapat-dapatnya
setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di
dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran
keagamaan dari agamanya serta mendapatkan seorang wakil yang
berkualifikasi dari agama mereka.151
150 Wawancara dengan petugas pemasyarakatan LAPAS Kelas I Makassar bidang KPLP, Rama Akip, 27
Desember 2016
151 Pasal 41 dan pasal 42 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (SMR)
90
B. Bentuk Perlindungan Bagi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap
Narapidana di Lembaga Permasyarakatan
Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana
(fundamental rights and freedoms of prisioners) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Perlindungan hukum
atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 tahun
1995 tentang Permasyarakatan.152
Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan
narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam
undang-undang permasyarakatan.153
Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan
memuat substansi HAM, bila tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan
cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan tindasan kepada
masyarakat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap
kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. Dalam kaitannya
ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional, masalah hak
asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana
152 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 155
153 Ibid, halaman 155
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penjara telah diakui sebagai masalah yang bukan saja bagi negara-negara
anggota PBB melainkan masalah negara-negara di dunia.154
Dalam praktek sehari-hari, adakalanya penegak hukum karena
dihinggapi penyakit, egoisme, dan sektoral bertindak asal aman dan asal
memenuhi syarat formalitas yang malahan sangat berbau ritualisme untuk
melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai
dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap,
salah tahan dan salah menghukum terjadi dimasyarakat kita. Disamping itu,
tindakan instutisionalisasi seperti pemasukan pelanggar hukum di dalam
LAPAS atau RUTAN akan berpotensial menimbulkan bahaya prisonisasi155,
stigmatisasi156, dan residivisme atau kecenderungan seseorang untuk
mengulangi perbuatan jahatnya.157
Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan
tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih lagi pidana penjara
itu dapat memberikan stigma kepada masyarakat yang akan terbawa terus
walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain
154 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung,
Mandar Maju, 1994, halaman 47
155 Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupa di dalam LAPAS. Proses penyerapan
ini dilakukan melalui proses belajar dalam berinteraksi dengan sesama narapidana.
156 Stigmatisasi adalah anggapan atau pendapat yang muncul dimasyarakat terhadap seseorang
karena perbuatan yang ia lakukan
157 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permasyarakatan, Jakarta, Liberty,
1986, halaman 254
92
yang juga sering disoroti adalah bahwa pengalaman di penjara dapat
menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan harga diri manusia.158
1. Bentuk Perlindungan atas Kekerasan
Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang
meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan
Martabat Manusia (UNCAT). Karena didorong oleh rasa tanggung jawab
untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan
hukum di Indonesia, Dewan Legislatif Indonesia memutuskan untuk
menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai
salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting.159
Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum
inernasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan
pernyataan (declaration) terhadap pasal 20 UNCAT. Pernyataan ini
menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
sebagaimana dimuat dalam konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan
158 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang, Badan Penerbit
UNDIP, 1996, halaman 44
159 Penjelasan atas UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia
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wilayah negara pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan
ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pernyataan
tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab
negara pihak untuk melaksanakan isi kovensi. Sesuai dengan ketentuan
UNCAT, Indonesia juga menyatakan persyaratan (reservation) terhadap
pasal 30 ayat 1 UNCAT yang mengatur upaya penyelesaian sengketa
mengenai penafsiran dan pelaksanaan UNCAT melalui ICJ (International
Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa
Indonesia tidak mengakui jurisdiksi yang mengikat secara otomatis
(compulsory jurisdiction) dari ICJ. Pensyaratan tersebut bersifat procedural
sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.160
Praktek penyiksaan dari tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat ini telah menjadi salah satu peranan atau suatu
alasan mengapa konvensi-konvensi ini diperlukan. Indonesia telah
meratifikasi UNCAT melalui UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang
berfungsi untuk membantu memperbaiki dan menghapuskan praktik-pratik
penyiksaan di Indonesia. Namun hal itu ternyata belum dalam terealisasi
dengan baik khususnya dalam bidang hukum, misalnya kekerasan yang
dilakukan oleh pihak berwajib kepada tersangka atau tahanan, yang
walaupun hak-hak mereka dibatasi sesuai dengan peraturan tetapi bukan
160 Ibid.
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berarti pihak berwajib dalam hal ini polisi diperbolehkan untuk melakukan
kekerasan terhadap tersangka atau tahanan, begitupun dengan para
penghuni LAPAS.
Para narapidana ataupun tahanan yang hak nya untuk mendapatkan
kebebasannya dibatasi pun tetap memiliki haknya untuk diperlakukan secara
manusiawi tanpa adanya siksaan dengan suatu kekerasan dan menimbulkan
rasa sakit dan bahkan sampai ada yang menyebabkan kematian. Apabila hal
ini terjadi maka perbuatan pihak berwenang dalam hak ini bertindak sebagai
sipir LAPAS sama saja telah merenggut atau merampas hak seseorang
terhadap hak yang seharusnya dilindungi.161
Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, menurut pendapat
penulis belum berlaku efektif dan memang masih menemukan kendala. Salah
satu bukti bahwa UU ini belum berlaku efektif dapat dilihat dari tindakan-
tindakan penyiksaan yang masih sering dilakukan terhadap narapidana atau
tahanan bukan karena para pelaku tidak atau belum memahami secara
normatif atau secara hukum bahwa penyiksaan tersebut ditentang dalam UU,
akan tetapi dalam praktik memang mereka juga dihadapkan pada
terbatasnya waktu, fasilitas kerja, tindak kejahatan yang makin beragam,
serta perilaku tindak pidana yang menyulitkan sipir dalam LAPAS.
Sedangkan kendala dari para narapidana dan tahanan adalah masalah
161 Wawancara dengan Eksekutif ELSAM, Adzkar Ashinin pada tanggal 11 Januari 2017
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pendidikan tidak masalah apabila mereka mempunyai pendidikan yang tinggi
sehingga mereka mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka peroleh
walaupun mereka menjadi seorang yang hak kebebasannya dibatasi dan
dirampas oleh karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi yang menjadi
masalah adalah apabila seseorang narapidana atau tahanan karena tingkat
pendidikannya kurang atau bakan tidak mendapatkan pendidikan atau
pengetahuan mengenai hak-haknya maka mereka akan pasrah dan tidak
bisa menuntut hak mereka untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Karena
pada umumnya mereka tidak mengetahui tentang UNCAT dan proses yang
diatur dalam KUHAP mengenai prosedur penangkapan, penahanan dan
perlakuan aparat terhadap mereka.162
Didalam UNCAT diatur mengenai kewajiban negara pihak terutama
negara pihak harus segera mengadakan penyidikan secara sangat
mendesak bila ada alasan untuk mempercai bahwa suatu tindakan
penyiksaan telah dilakukan. Lebih lanjut, tiap orang yang mengaku telah
disiksa harus mempunyai hak untuk mengadu, dan jika sang korban
penyiksaan meninggal dunia maka igantikan oleh keluarganya serta harus
dijamin haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan pantas.163
Pengaturan mengenai perlindungan yang selanjutnya adalah UU No.
39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam UU ini memberikan pengertian
penyiksaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga
162 Herman Adriansyah, Penerapan Konvensi Menentang Penyiksaan terhadap Self Determination,
Bandung, Universitas Padjajaran, 2011, halaman 22
163 Pasal 3 sampai Pasal 16 UNCAT
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menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun
rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari
seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada
setiap bentuk deskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau
sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.164
Bentuk perlindungan yang terdapat dalam UU No.39 tahun 1999
tentang HAM yang terdapat dalam Bab V mengenai kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah wajib dan
bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan
hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundangan-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik Indonesia.165 Kemudian diatur pula mengenai
tidak ada satu ketentuanpun dalam UU ini boleh diartikan bahwa pemerintah,
partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam
UU ini.166
Terkait dengan perlindungan lainnya yang terdapat dalam UU No. 39
tahun 1999 tentang HAM adalah mengenai KOMNAS HAM yang merupakan
lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain
yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
164 Pasal 1 butir 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
165 Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
166 Pasal 74 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
97
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Lembaga ini bertugas untuk
memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pelanggaran
HAM yang terjadi dimasyarakat.167
Selanjutnya perlindungan terhadap HAM penghuni LAPAS berada
pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun
2011 tentang Kode Etik Pegawai Permasyarakatan. Bentuk perlindungannya
yaitu dengan adanya peraturan ini yang memuat mengenai etika dari
pegawai permasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya
sebagaimana mestinya. Etika dari pegawai pemasyarakatan yang
dimaksudkan adalah etika ketika melakukan interaksi dengan penghuni
LAPAS, baik itu berupa pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap
WBP. Selain itu, diperaturan ini juga mengatur bagaimana pegawai
pemasyarakatan merperlakukan barang sitaan atau barang milik WBP dan
memuat mengenai lembaga yang berfungsi menegakkan kode etik yang
dilakukan pegawai permasyarakatan serta memuat sanksi untuk pelanggaran
kode etik pegawai LAPAS.168
Kemudian bentuk perlindungan negara terhadap HAM penghuni
LAPAS yaitu dengan adanya UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Perlindungan dalam UU ini yaitu mewujudkan sistem
permasyarakatan yang sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar hak
asasi manusia. Sistem permasyarakatan dalam UU No. 12 tahun 1995
167 Bab VII Pasal 75 sampai Pasal 99 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
168 Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode
Etik Pegawai Permasyarakatan
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tentang permasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi
yang membentuk suatu kesatuan yang intergral membentuk konsepsi tentang
perlakuan terhadap orang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran
rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif yang
beraspek individu dan sosial.169
Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau
bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan
atas pedoman-pedoman yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang
permasyarakatan yaitu170:
a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhungan dengan keluarga dan
orang-orang tertentu.
2. Bentuk Perlindungan Atas Diskriminasi
Pelanggaran HAM yang terjadi di LAPAS tidak lari dari perlakuan
diskriminasi yang diterima oleh penghuni LAPAS. Perlakuan diskriminasi
dapat terjadi karena adanya kesenjangan sosial antara WBP. Pelaksanaan
pembinaan narapidana oleh lembaga permasyarakatan diatur dalam UU No.
169 http://www.academia.edu/19633114/Perlindungan_HAM_bagi_narapidana_di_Indonesia diakses
30 Desember 2016
170 Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
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12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang menganut asas persamaan
perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki
arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada WBP tanpa
membeda-bedakan orang secara khusus, hanya saja seperti yang kita
ketahui saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan
kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat pemerintah
yaitu seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana lain
yang berasal dari golongan bawah. Hukum yang seharusnya bersifat netral
bagi narapidana, seringkali bersifat diskriminasi dan memihak kepda yang
kuat dan berkuasa.171
Dalam UU tersebut hak dari narapidana harus dipenuhi tanpa adanya
tindakan diskriminasi, kemudian salah satu hak yang harus dipenuhi oleh
negara yaitu hak untuk mendapatkan masa pengurangan pidana atau
remisi.172 Remisi berhak untuk didapatkan oleh semua narapidana apabila
telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU untuk memperoleh remisi.
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam pemberian hak remisi ini baik
itu karena jenis tindak pidananya  maupun kerena status ekonomi dari
narapidana tersebut.173
171 Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana Di Dalam
Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia, Manado, Universitas Sam Ratulangi, vol.1, 2013, halaman
165
172 Pasal 14 atat 1 butir i UU No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan
173 Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2006,
halaman 23
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Dalam PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.
32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, terlihat
jelas tindakan diskriminasinya. Dalam PP tersebut menyebutkan jika
narapidana yang melakukan tindakan pidana narkotika mendapat pidana
penjara paling singkat 5 tahun174, peraturan ini seharusnya merinci dengan
lebih detail siapa saja yang berhak memperoleh remisi. Selama ini tidak ada
pembedaan antara pengedar narkoba dan pemakai narkoba. Pemakai
narkoba juga mendapat imbas peraturan ini, yaitu dianggap sama dengan
Bandar narkoba. Pemakai narkoba karena tidak mendapatkan akses keadilan
akhirnya dihukum diatas 5 tahun. Mereka merasa diperlakukan tidak adil
karena tidak berhak mendapatkan remisi. Hal itu dapat membuat mereka
menjadi putus asa karena jika mereka berbuat baik pun di dalam LAPAS,
mereka tidak akan mendapatkan remisi.175
ICCPR atau Konvensi Hak Sipir dan Politik juga mengatur mengenai
tidak bolehnya ada tindakan diskriminasi terhadap siapapun. Semua orang
berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang
diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi
semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna,
jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau pendapat lain, asal usul
174 Pasal 34a ayat 2 PP No. 99 tahun 2012
175 Wawancara dengan narapidana LAPAS Kelas I Cipinang, BP, 37 tahun, kasus narkotika, 11 Januari
2017
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kebngsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.176 Dengan
adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menghapuskan tindakan
diskriminasi yang terjadi di dalam LAPAS sehingga tidak ada perbedaan
perlakuan antara narapidana yang mempunyai ekonomi lebih atau jabatan
dengan narapidana yang berasal dari masyarakat biasa. Ketika seseorang
sudah mendapatkan status sebagai narapidana, artinya mereka semua
mempunyai status dan kedudukan yang sama yang tidak boleh diperlakukan
satu sama lainnya.
Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap
individu dalam hal ini narapidana mempunyai hak untuk memperoleh
keadilan tanpa diskriminasi177, yang artinya setiap narapidana mempunyai
hak yang sama dan kewajiban yang sama dimata hukum serta hukum tidak
boleh memihak kepda pihak manapun.
176 Pasal 26 ICCPR
177 Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penghuni LAPAS mempunyai hak-hak yang dibatasi oleh hukum,
namun bukan berarti hak-hak lainnya tidak dilindungi, dihormati, dan
dipenuhi oleh negara. Pelanggaran terhadap hak-hak dari penghuni
LAPAS dapat disebabkan karena kelalaian negara yang tidak
memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor yang menyebabkan
pelanggaran hak penghuni LAPAS salah satunya karena over
kapasitas yang terjadi hampir diseluruh LAPAS di Indonesia. Bentuk
pelanggaran hak terhadap penghuni LAPAS dapat ditinjau dari
Standard Minimum Rules of Treatment for Prisioners seperti
pemisahan kategori, penyediaan akomodasi tidur, pelayanan
kesehatan, pemenuhan makanan, pemenuhan kegiatan olahraga, dan
kegiatan keagamaan. Sedangkan jika ditinjau dari UNCAT (Universal
Convention Against Torture) bentuk pelanggaran terhadap penghuni
LAPAS dapat berupa penyiksaan, hak mengadu atas tindakan
penyiksaan, dan ganti kerugian atas penyiksaan. Kemudian jika
ditinjau dari ICCPR (International Covenant Civil and Political Rights)
bentuk pelanggaran hak atas penghuni LAPAS yaitu berupa hak untuk
hidup, penyiksaan, pemisahan kategori, peradilan yang cepat, ganti
rugi, dan diskriminasi.
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2. Perlindungan terhadap penghuni LAPAS dapat dibagi atas
perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan diskriminasi.
Perlindungan terhadap kekerasan dapat dijumpai dalam Konvensi Anti
Penyiksaan yang menghendaki tindakan kekerasan terhadap
narapidana  dapat dihapuskan serta peran negara dalam memenuhi
kewajibannya untuk melindungi setiap orang dari tindakan penyiksaan
selain itu dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga mengatur
perlindungan terhadap hak penghuni LAPAS yaitu kewajiban dari
pemerintah dalam menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak
setiap orang, kemudian dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang
Permasyarakatan bentuk perlindungannya mewujudkan sistem
permasyarakatan yang sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar
hak asasi manusia. Sedangkan perlindungan terhadap tindakan
diskriminasi dapat dijumpai dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang berisi bahwa diskriminasi terhadap pemberian
pengurangan pidana atau remisi tidak boleh bersifat diskriminasi baik
karena jenis tindak pidananya maupun karena status sosial dari WBP.
Selain itu, dalam ICCPR pun diatur mengenai larangan tindakan
diskriminasi terhadap siapa pun. Semua orang berkedudukan sama di
hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
tanpa diskriminasi apapun. Begitu pun dalam UU Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM yang mengatur bahwa setiap orang tanpa
terkecuali berhak memperoleh keadilan
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B. Saran
1. Untuk hukum materil, pemerintah harus mengkriminalisasi tindakan
penyiksaan ke dalam KUHP sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 16
Konvensi Menentang Penyiksaan atau mengatur secara khusus
dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Anti Penyiksaan.
2. Pemerintah harus segara meratifikasi OPCAT (Opitional
Convention Against Torture) dan melakukan revisi atas KUHP
untuk memasukkan prinsip-prinsip anti penyiksaan, utamanya
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan untuk memperluas
pengawasan, kontrol dan monitoring di tempat-tempat penahanan
yang merupakan lokasi paling rentan terjadinya penyiksaan.
3. Salah satu penyebab dari terjadinya pelanggaran HAM terhadap
penghuni LAPAS karena masalah anggaran yang disediakan atau
dialokasikan oleh negara sangat kurang. Padahal jumlah anggaran
yang diberikan per LAPAS adalah 10.016.065.480 (berdasarkan
status pelaporan jumlah penyerapan perbulan perkanwil). Adanya
politik anggaran yang dimainkan oleh oknum pejabat menyebabkan
anggaran tersebut tidak menutupi kebutuhan LAPAS, sehingga
diperlukan pengawasan yang lebih terkait dengan politik anggaran
tersebut.
4. Perlunya juga sosialisasi informasi atau pendidikan khusus yang
diberikan kepada para penghuni LAPAS terkait dengan hak-hak
mereka di dalam LAPAS, sehingga ketika ada oknum pegawai
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LAPAS yang melakukan pelanggaran terhadap hak mereka,
mereka mengetahui jika hal itu merupakan pelanggaran dan bukan
merupakan bagian dari hukuman disiplin.
5. Harus ada peraturan nasional khusus yang mengatur mengenai
penyiksaan, sehingga kekuatan hukumnya lebih mengikat baik
untuk korban penyiksaan maupun pelaku penyiksaan.
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